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ABSTRAK 

COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM MEWUJUDKAN 

PERGURUAN TINGGI RESPONSIF GENDER (PTRG)                                                                          

DI UIN SUSKA RIAU 

Oleh : 

 

Ilmi Puspita Sari 

NIM. 12070520692 

 

Ketimpangan gender di Indonesia sangat tinggi bahkan mendapat predikat 

sebagai negara dengan ketimpangan gender tertinggi se-ASEAN sehingga 

pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mengatasi hal tersebut 

melalui perguruan tinggi sebagai wadah peningkatan pemahaman terhadap gender 

dengan menerapkan perguruan tinggi responsive gender. Penelitian ini 

menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Adapun informan 

dalam penelitian ini adalah Civitas Akademika UIN Suska Riau sebagai aktor 

pemerintah yang terdiri dari Pimpinan, Tim Vocal Point Gender, Sahabat PSGA, 

Mahasiswa yang menjabat di Ormawa, Coach PT Orbit Ventura Indonesia dari 

sector swasta, Pimpinan Rumah KitaB dari NGO dan masyarakat. Hasil dari 

penelitian ini menunjukkan bahwasanya sudah ada kolaborasi antara pemerintah, 

swasta, NGO dan masyarakat akan tetapi kolaborasi tersebut terlaksana pada 

indikator-indikator tertentu perguruan tinggi responsive gender, adakalanya satu 

indikator hanya terlaksana oleh beberapa pemangku kepentingan didalam kampus 

tanpa melibatkan pihak luar, akan tetapi juga banyak kegiatan yang dilakukan 

oleh pihak PSGA sebagai wadah gender yang melibatkan aktor pemerintah, 

swasta, NGO, maupun masyarakat.  

Kata Kunci : Collaborative Governance: Perguruan Tinggi Responsif Gender: 

PTRG 
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ABSTRACT 

 

COLLABORATIVE GOVERNANCE IN REALIZING GENDER 

RESPONSIVE HIGHER EDUCATION AT UIN SUSKA RIAU 

 

By : 

 

Ilmi Puspita Sari 

NIM. 12070520692 

 

Gender inequality in Indonesia is very high and has even received the title 

of being the country with the highest gender inequality in ASEAN, so the 

government has issued various policies to overcome this through higher education 

as a forum for increasing understanding of gender by implementing gender 

responsive higher education. This research uses a qualitative method with a 

descriptive approach. The informants in this research were the Academic 

Community of UIN Suska Riau as government actors consisting of Leadership, 

Gender Vocal Point Team, PSGA Friends, Students who served in Ormawa, PT 

Orbit Ventura Indonesia Coaches from the private sector, Rumah KitaB Leaders 

from NGOs and the community. The results of this research show that there has 

been collaboration between the government, private sector, NGOs and the 

community, but this collaboration is carried out on certain indicators of gender 

responsive higher education, sometimes one indicator is only implemented by 

several stakeholders within the campus without involving outside parties, however 

There are also many activities carried out by the PSGA as a gender platform 

involving government, private, NGO and community actors. 

Keywords : Collaborative Governance: Realizing Gender Responsive Higher 

Education: PTRG 
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   KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat 

dan karuniaNya yang melimpah kepada penulis sehingga penulis mampu 

menyelesaikan penulisan skripsi  ini dengan baik dan tepat pada waktunya. 

Shalawat beserta salam selalu tercurah kepada baginda Nabi Besar 

Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma Sholli „Ala Muhammad Wa 

„Ala Ali Syaidinaa Muhammad mudah-mudahan dengan senantiasanya 

kita bershalawat kepada beliau kelak di Yaumil Akhir nanti kita 

mendapatkan syafaat. Amiin ya Rabbal „Alamiin.  

Skripsi ini berjudul “Collaborative Governance Dalam 

Mewujudkan Perguruan Tinggi Responsif Gender (PTRG) Di UIN 

Suska Riau” merupakan suatu karya ilmiah yang ditulis sebagai salah satu 

persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Sosial (S.Sos) di Fakultas 

Ekonomi dan Ilmu Sosial pada Jurusan Administrasi Negara Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.  

Dalam penulisan Skripsi  ini tentunya terdapat kesalahan-kesalahan 

dalam hal penulisan dan sebagainya, oleh karena itu kritik dan saran dari 

saudara/i pembaca sangat penulis perlukan dalam rangka mengwujudkan 

suatu pembelajaran yang lebih baik lagi.  

Selanjutnya, tidak dapat penulis lupakan orang-orang yang telah 

banyak berjasa didalam hidup sehingga apapun pekerjaan selalu diawali 
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dengan do‘a dan restunya yaitu teristimewa kepada orang tua Ibunda 

Simet yang selalu memberi semangat dan motivasi dalam hidup penulis 
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sehingga karya ilmiah ini terealisasi dengan baik. Untuk adik penulis 

Almukri & Alzikri yang telah bekerjasama untuk menjaga Ibunda dan 

Ayahanda sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dan untuk 

seluruh keluarga besar penulis ucapkan Jazakumullah Khairan atas cinta 

dan kasih sayangnya sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan 

skripsi ini.  
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kepada berbagai pihak yang memberikan banyak bantuan dalam penulisan 

skripsi ini yaitu:  
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  BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Isu gender merupakan permasalahan yang harus dikaji oleh 

Indonesia karena berdasarkan data United Nation Defelopmen Proggram 

(UNDP) skor Indeks Ketimpangan Gender di Indonesia berada di atas 

rata-rata dunia yakni sebesar 0,436 poin, bahkan pada tahun 2021 

Indonesia meraih predikat sebagai negara dengan ketimpangan gender 

tertinggi se-ASEAN. Salah satu penyebab kondisi ini adalah kesadaran 

masyarakat akan urgensi kesetaraan gender yang minim. Kesadaran akan 

gender perlu ditingkatkan, pemerintah harus andil dengan berbagai 

kebijakan khususnya untuk perguruan tinggi yang merupakan pendidikan 

tertinggi agar lebih responsive terhadap isu gender. 

Pada tahun 2019, kemenPPPA merangkul pusat studi gender dan 

anak (PSGA) dari berbagai perguruan tinggi untuk membuat standar 

Perguruan Tinggi Responsif Gender (PTRG). Instruksi Presiden Nomor 9 

Tahun 2000 menetapkan pengarusutamaan gender dalam pembangunan 

nasional, yang mendorong tindakan ini. Selain itu, perguruan tinggi 

berkomitmen pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 

Tahun 2008 untuk membangun pendidikan yang berlandaskan 

keseimbangan gender dengan menyusun indikator PTRG (Maulana, 2020). 
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Akan tetapi, metrik PTRG yang dibuat oleh KemenPPPA masih 

sangat abstrak dan sulit untuk diimplementasikan. Pada awal tahun 2021, 

delapan perwakilan PSGA dari aliansi PSGA berkumpul untuk menyusun 

dokumen operasionalisasi indikator PTRG. Perwakilan dari IAIN 

Ponorogo, UIN Samarinda, UIN Surakarta, UIN Riau, IAIN Metro, 

UNISNU Jepara, UIN Semarang, dan UIN Pekalongan termasuk di 

dalamnya. Tidak diragukan lagi, perjalanan 8 PSGA di atas didukung oleh 

institusi lain. Banyak kelompok non-pemerintah yang mendukung dan 

mendorong aliansi PSGA, yang menghasilkan penciptaan dan penyebaran 

buku pedoman perguruan tinggi responsif gender. Rumah KitaB, We 

Lead, Hivos, dan Canada adalah organisasi non-pemerintah yang terlibat 

dalam proses menyusun dokumen operasionalisasi indikator PTRG (Irma 

Yuliani1, 2022). 

Dokumen operasional indikator PTRG tersebut memaparkan 9 

indikator yang harus ada di setiap Perguruan Tinggi (Aida. et al. 2022): 

1. Adanya pusat gender dan perlindungan anak atau pusat studi wanita 

2. Profil gender perguruan tinggi 

3. Peraturan rektor tentang implementasi PUG di Perguruan Tinggi 

4. Pendidikan dan pengajaran responsive gender 

5. Penelitian responsive gender (cluster gender mainstreaming) 

6. Pengabdian masyarakat terintegrasi gender 

7. Tata kelola perguruan tinggi yang responsive gender 
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8. Peran serta civitas akademika dalam perencanaan sumber daya 

evaluasi dan tindak lanjut tri dharma perguruan tinggi yang responsive 

gender 

9. Zero toleransi kekerasan terhadap perempuan dan laki-laki 

UIN Suska Riau yang merupakan salah satu aktor dalam 

penyusunan dokumen indikator operasional tersebut sudah berupaya agar 

satu persatu indikator dapat dilakukan, dengan menggunakan collaborative 

governance yang melibatkan berbagai aktor dari dalam kampus maupun 

diluar kampus perlahan-lahan dapat membantu terwujudnya perguruan 

tinggi responsive gender di UIN Suska Riau, seperti telah tersedianya 

Pusat Studi Gender dan Anak sebagai indikator pertama PTRG, 

pelaksanaan kegiatan dalam wadah PSGA tersebut tidak dapat berjalan 

jika seluruh civitas akademika tidak ada yang tergabung. Diperlukannya 

kolaborasi antar aktor-aktor kampus agar wadah PSGA tersebut dapat 

berfungsi secara baik. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan PSGA selalu 

terkendala oleh partisipasi mahasiswa yang kurang, sesuai dengan apa 

yang disampaikan oleh Kapus PSGA beliau memaparkan bahwasanya 

kepedulian dan pemahaman mahasiswa akan gender sangat minim dan 

menjadi kendala kurang diketahuinya kegiatan-kegiatan yang dilakukan 

oleh pihak PSGA. Hal tersebut merupakan kondisi awal yang terjadi di 

UIN Suska Riau sehingga diperlukan collaborative governance agar 

kegiatan-kegiatan yang dilakukan PSGA berjalan dengan sempurna. 

Keterlibatan beragai NGO sebagai aktor dari luar kampus menambah 
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kesempurnaan pelaksanaan perguruan tinggi responsive gender di UIN 

Suskka Riau. 

Indikator PTRG selanjutnya adalah adanya profil gender, UIN 

Suska Riau selaku salah satu dari Delapan Perguruan Tinggi yang 

tergabung kedalam Aliansi PTRG telah membukukan profil gender pada 

tahun 2022 , buku tersebut perlu dilakukan pembaruan untuk tahun-tahun 

selanjutnya agar pendataan yang direkapkan bersifat terbaru, hal tersebut 

butuh kolaborasi antar aktor-aktor internal kampus seperti pembukuan 

pada tahun 2022 yang melibatkan berbagai aktor internal kampus.serta 

didukung oleh kepemimpinan yang fasilitatif dari pejabat-pejabat kampus 

agar pembukuan dapat dilakukan secara kondusif. 

Pelaksanaan untuk indikator PTRG yang ketiga adalah 

diterbitkannya SK Rektor tentang PUG di Perguruan Tinggi, UIN Suska 

Riau telah menerbitkan SK Rektor No. 1680 tentang implementasi 

Kebijakan PUG di UIN Suska Riau, SK tersebut tidak semata-mata 

langsung dikeluarkan, akan tetapi melalui perjalanan yang cukup panjang, 

banyak rancangan yang dikembangkan melalui kolaborasi berbagai 

pemangku kepentingan, seperti Tim Vocal Point Gender yang terdiri dari 

berbagai dosen yang ada di UIN Suska Riau, adanya SK tersebut 

merupakan suatu bukti terjalinnya kerjasama dengan petinggi kampus 

akan pelaksanaan kolaborasi dalam mewujudkan perguruan tinggi 

responsif gender di UIN Suska Riau 
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Pendidikan dan pengajaran responsive gender sebagai indikator 

keempat dari PTRG hanya terlaksana di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial 

Jurusan Administrasi Negara Semester IV pada Mata Kuliah Politik Islam 

Indonesia dengan topik pembahasan kepemimpinan perempuan dalam 

perspektif Al-quran dan Hadist Dan Mata Kuliah Perbandingan 

Administrasi Negara dengan topik pembahasan Gender dan Dinamika 

Administrasi Publik (Buku Profil Gender UIN Suska Riau, 2022), 

diperlukan kolaborasi antar aktor internal kampus agar pendidikan dan 

pengajran yang responsive gender ini dapat merata dilakukan di UIN 

Suska Riau. kolaborasi dengan perusahaan juga sangat diperlukan untuk 

menambah keterampilan mahasiswa dalam hal-hal yang berpatokan pada 

gender. 

Indikator kelima dari perguruan tinggi responsive gender adalah 

Penelitian responsive gender (cluster gender mainstreaming) yang baru 

terlaksana 6% (Buku Profil Gender UIN Suska Riau, 2022) di UIN Suska 

Riau, hal tersebut butuh pemahaman yang mendalam bagi semua 

pemangku kepentingan perguruan tinggi sebab berdasarkan pedoman 

perguruan tinggi responsive gender ada standar minimal 30% 

terlaksananya penelitian tesebut. Collaborative governance   sangat 

dibutuhkan dalam memberi wadah bagi penulis untuk melakukan 

penelitian yang responsive gender agar penelitian yang responsive gender 

di UIN Suska Riau dapat meningkat. 
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Pengabdian masyarakat terintegrasi gender telah terlaksana 

sebanyak 42% (Buku Profil Gender UIN Suska Riau, 2022) kolaborasi 

antar pemangku kepentingan diperlukan agar pengabdian yang respomsif 

gender terus meningkat. Kolaborasi dengan masyarakat menjadi kunci 

meningkatnya pengabdian yang responsive gender karena masyarakat 

yang nantinya akan merasakan pengabdian yang dilakukan oleh civitas 

akademika UIN Suska Riau. Belum sempurnanya pelaksanaan SK PUG, 

SK Pokja Gender, SK Gender Focal Point, SK Penanggulangan dan 

Pencegahan Kekerasan Seksual, SK Unit Kerja Terpadu, adanya profil 

gender perguruan tinggi, dan masih minimnya prasarana yang responsive 

gender merupakan bukti belum sempurnanya pelaksanaan indikator 

ketujuh PTRG yakni tata kelola perguruan tinggi yang responsive gender 

di UIN Suska Riau. 

Peran serta civitas akademika dalam perencanaan sumber daya 

evaluasi dan tindak lanjut tri dharma perguruan tinggi yang responsive 

gender sebagai indikator kedelapan PTRG pelaksanaan dari Peran tersebut 

dapat dilihat dari pembukuan profil gender UIN Suska Riau yang 

melibatkan civitas akademika.   Akan tetapi masih perlu ditingkatkan 

dengan lebih melibatkan civitas akademika yang lebih besar. Serta masih 

minimnya kuantitas perempuan dalam menduduki jabatan structural 

organnisasi. 

Zero toleransi kekerasan terhadap perempuan dan laki-laki sebagai 

indikator terakhir dari perguruan tinggi responsive gender pelaksanaannya 
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masih belum baik ini dapat dari masih terdapat kekerasan terhadap 

mahasiswa di UIN Suska Riau, khusunya kekerasan seksual verbal seberti 

godaan,siulan dan cara seseorang menatap yang mengarah kesesuatu yang 

negative. ini menjadi kajian penting karena UIN Suska Riau merupaka 

salah satu aktor dalam penyusunan indikator tersebut, UIN Suska Riau 

harus mampu membuktikan eksistensinya salah satu caranya adalah 

melakukan collaborative governance antar pimpinan, dosen, tenaga 

kependidikan serta mahasisa dan aktor diluar kampus seperti PT maupun 

NGO agar pelaksanaan perguruan tinggi responsive gender di UIN Suska 

Riau dapat terwujud dengan sempurna. 

Selain mengupayakan agar semua indikator PTRG tersebut 

terlaksana dengan melibatkan berbagai aktor sesuai dengan collaborative 

governance, UIN Suska Riau juga harus memperhatikan berbagai 

permasalahan terhadap gender yang masih terjadi di lingkungan kampus 

sebagai pertimbangan untuk mewujudkan perguruan tinggi responsive 

gender yang terdiri dari : 

1) Kekerasan seksual secara verbal 

2) Prasaranan yang belum responsive gender 

3) Rendahnya keterwakilan perempuan sebagai pemimpin 

Kekerasan seksual dilingkungan kampus perlu diperhatikan salah 

satunya adalah kekerasan seksual secara verbal yang berupa godaan, siulan 

dan perkataan yang mengarah pada hal-hal seksual. karena hal tersebut 

merupakan awal dari tingginya angka kekerasan seksual di lingkungan 



 

8 

 

kampus. Sebagaimana yang disebutkan oleh Mendikburistek kasus 

kekerasan seksual sepanjang Januari hingga Juli 2021 seanyak 2.500 

kasus, ini meningkat dari pada tahun 2020 yakni sebanyak 2.400 kasus.  

Praktisi Psikologi UIN Suska Riau Indah Damayanti mengatakan 

bahwa pelecehan seksual secara verbal sudah dikategorikan kedalam jenis 

pelecehan seksual, bukan hanya sekedar pemicu kekerasan seksual, 

―pelecahan itukan banyak jenisnya, dari siulan atau digoda itu udah 

termasuk pelecehan. Cara Dia menatap si korban dari atas sampai bawah 

itu sudah termasuk pelecehan, termasuk memegang area tertentu ampai 

memaksa korban untuk berhubungan intim‖ dikutip dari riau. 

antaranews.com.  

Di UIN Suska Riau sendiri kekerasan seksual secara non verbal 

belum pernah mencuat dimedia massa karena kekerasan seksual di 

lingkugan kampus bersifat tertutup, Dalam tulisannya yang berjudul 

Unwanted Advanced in Higher Education: Uncovering Sexual Harassment 

Experiences in Academia with Text Mining, Amir Karami et al. 

menjelaskan bahwa kasus kekerasan seksual di dunia akademik sering kali 

menjadi hal yang tersembunyi. Hal ini disebabkan keengganan korban atau 

penyintas untuk melaporkan pengalaman kekerasan seksual yang pernah 

mereka alami. Penyebab utama rendahnya pelaporan korban adalah 

hubungan kuasa kampus antara dosen dan mahasiswa. (Karami et al., 

2020) 
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Akan tetapi kekerasan verbal berdasarkan survey langsung peneliti 

menemukan responden yang mengatakan adanya kekerasan seksual verbal 

dilingkungan kampus bahkan respondem merasakan langsung kekerasan 

verbal tersebut, sebagaimana yang disampaikan oleh salah satu mahasiswa 

yang berinisial IW dari Fakultas Ushuludin, beliau mengatakan bahwa : 

“ Benar Saya pernah merasakan kekerasan verbal yang berbentuk 

godaan dari salah satu oknum satpam dilingkungan kampus, mungkin 

bagi Dia itu candaan ya kak, tapi Saya merasa tidak nyaman dengan hal 

itu”.  

Hal itu sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh dua mahasiswa 

dari fakultas tarbiyah yang berinisial DU dan DA, DU mengatakan bahwa: 

 “Iya Kak, Saya pernah melihat teman sekelas Saya digoda oleh 

salah satu oknum satpam dan satpam lain lanjut tertawa-tertawa kak, 

Saya sendiri rishi ya kak tapi tidak tau dengan teman Saya tersebut”.  

Sedangkan DA mengatakan bahwa : 

“ Kalau DU tadikan Kak melihat teman sekelas yang digoda. 

Kalau Saya, Saya sendiri kak yang digoda oleh satpam tersebut berupa 

siulan dan godaan, jujur Saya memang risih Kak tapi tidak terlalu 

memikirkannya karna mungkin mereka hanya bercandakan”.  

Salah satu Dosen juga turut ikut merasakan kekerasan verbal ini, 

yang mana beliau mengatakan bahwa : 

“ Waktu Saya masih baru mengajar di UIN Suska Riau Saya 

termasuk dosen muda, mungkin oknum Satpam tersebut merasa Saya 
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salah satu mahasiswa sehingga beliau menggoda Saya, Saya sangat rishi 

dan Saya langsung mencari nomor Kepala Keamanan di UIN dan 

memprosessemuanya, hingga akhirnya oknum tersebut meminta maaf”.  

Bentuk kekerasan verbal tersebut dilakukan melalui perkataan 

vulgar dan siulan bagi sebagian perempuan adanya tindakan tersebut 

membuat ketidaknyamanan. Hal ini juga sering kali tidak disadari bahwa 

merugikan pihak lain yang dilakukan dengan konteks bercanda. Tidak 

semua orang menerima candaan karena tingkat wacana yang berbeda 

(Khafsoh et al., 2021). 

Selain itu, kondisi lain seperti belum terpenuhinya sarana-

prasarana yang responsif gender juga mengakibatkan munculnya 

ketimpangan beban kerja yang dirasakan oleh warga kampus tertentu 

(Ummah, 2019). Prasarana UIN Suska Riau yang responsif gender sudah 

baik akan tetapi masih belum semua terpenuhi, Contoh kecilnya Toilet 

Perempuan di ruangan IC yang bersebelahan dengan ruangan PSGA yang 

tidak aktif, yang mana PSGA sendiri merupakan wadah responsive gender 

itu sendiri serta toilet wanita di FEIS. Prasarana yang responsive gender 

sangat diperlukan untuk menunjang terciptanya perguruan tinggi 

responsive gender. 
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Gambar 1.1 Toilet Wanita di Ruangan Islamic Center 

 

Sumber : Dokumentasi Penulis 2023 

Adapun di seluruh fakultas di UIN Suska Riau toiletnya terutama 

toilet wanita sudah cukup bagus hanya toilet yang di fakultas ekonomi dan 

ilmu sosial yang tidak berfungsi yakni toilet wanita dilantai 2 gedung 

kuning atau gedung A. 

Gambar 1.2 Toilet Wanita di FEIS 

 

Sumber : Dokumentasi Penulis 2023 

Prasarana yang responsive gender harus diperhatikan dengan 

memerlukan kesadaran kritis pada setiap stacholder agar tidak melihat 

prasarana tersebut kurang penting karena yang membutuhkan tidak 
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banyak. Tersedianya sarana dan prasarana responsive gender di kampus 

yang memperhatikan perbedaan kebutuhan, hambatan/kesulitan, aspirasi 

kelompok laki-laki dan perempuan termasuk juga kelompok lanjut usia, 

penyandang disabilitas, anak dan kelompok rentan yang lainnya 

merupakan bukti perwujudan terlaksananya perguruan tinggi responsive 

gender di UIN Suska Riau. 

Ketimpangan gender yang terakhir yang perlu diperhatikan adalah 

ketidakmerataan perempuan dan laki-laki dari keterwakilan perempuan 

pada jabatan pimpinan, ketidakmerataan perempuan dan laki-laki dari 

keterwakilan perempuan pada jabatan di UIN Suska Riau tidak hanya 

terfokus pada kepemimpinan pada structural kampus akan tetapi termasuk 

didalamnya keterwakilan mahasiswa perempuan dalam keorganisasian 

khususnya organisasi mahasiswa, didukung oleh data pada persentase 

kepemimpinan perempuan dan laki-laki yang terdapat dalam Buku Profil 

Gender UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang disusun oleh PSGA UIN 

Suska Riau tahun 2022 bersama LPPM UIN Suska Riau yang mana 

terlihat minimnya kepemimpinan perempuan dalam ORMAWA di UIN 

Suska Riau. 

Tabel 1.1 Rekapitulasi Kepemimpinan Ormawa UIN Suska Riau 2022 

Keterangan  Jumlah       

Laki-laki 

% Jumlah 

Perempuan 

% 

Mahasiswa 11559 42% 16219 58% 

Ormawa Universitas 14 93% 1 7% 

Ormawa Fakultas 25 86% 4 14% 

Ormawa Jurusan 80 92% 7 8% 

Sumber: Buku Profil Gender (2022) 
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 Dari tabel diatas dapat dilihat bahwasnya jumlah mahasiswa 

perempuan lebih banyak dari pada mahasiswa laki-laki yakni mahasiswa 

perempuan berjumlah 16.219 orang sedangkan mahasiswa laki-laki sebanyak 

11.559 orang pada tahun 2022 dengan selisih 4.660 orang akan tetapi 

perempuan yang menduduki jabatan penting hanya sedikit, dapat dilihat dari 

gambar diagram batang dibawah ini. 

Gambar 1.3 Presentase Pimpinan Ormawa UIN Suska Riau 2022 

 

Sumber: Diolah oleh Penulis (2023) dengan rujukan Buku Profil Gender 

(2022) 

Pada Gambar 1.3 diatas dapat dilihat kurangnya keterwakilan 

mahasiswa perempuan dalam setiap organisasi, baik itu organisasi tingkat 

jurusan, fakultas maupun tingkat universitas. Rendahnya keterwakilan 

tersebut berbanding terbalik dengan persentase mahasiswa itu sendiri, 

yang mana dapat dilihat persentase mahasiswa perempuan lebih banyak 

dari pada laki-laki akan tetapi dalam jabatan organisasi persentase 
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perempuan yang paling rendah. Ketidakmerataan ini perlu diperhatikan 

apakah terjadi karena ketidakmampuan perempuan tersebut dalam menjadi 

pemimpin atau terjadi sterotip ketimpangan gender yang mana melihat 

perempuan tidak mampu menjadi seorang pemimpin. 

Berdasarkan fenomena diatas kiranya penulis dapat 

mengidentifikasi kembali beberapa fenomena yang masih terjadi  dalam 

mewujudkan perguruan tinggi responsive gender di UIN Suska Riau: 

1. Belum maksimal terlaksananya indikator PTRG 

2. Belum terpenuhinya prasarana yang responsif gender 

3. Masih terdapat kekerasan seksual yang berupa kekerasan verbal 

4. Minimnya representatif perempuan pada jabatan structural 

Dengan demikian sudah sepantasnya bahwa mewujudkan 

perguruan tinggi yang responsif gender memerlukan kerjasama antar 

warga kampus dan berbagai pemangku kepentingan lainnya agar 

pelaksanaan perguruan tinggi responsive gender di UIN Suska Riau dapat 

berjalan dengan sempurna. Dengan menggunakan collaborative 

governance banyak aktor yang dapat membantu pelaksanaan perguruan 

tinggi responsive gender tersebut, dari teori kolaborasi saja sudah 

memetakan aktor pemerintah, swasta dan masyarakat agar pelaksanaannya 

lebih baik. 

Sehingga dengan itu, penulis tertarik untuk melihat dan meneliti 

bagaimana “Collaborative Governance Dalam Mewujudkan Perguruan 

Tinggi  Responsif Gender (PTRG) Di UIN Suska Riau”  
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, perumusaan masalah 

penelitian ini adalah : ―Bagaimana Pelaksanaan Collaborative Governance 

Dalam Mewujudkan Perguruan Tinggi Responsif Gender Di UIN Suska 

Riau?‖ 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan penelitian ini adalah : ―Untuk Mengetahui 

Pelaksanaan Collaborative Governance Dalam Mewujudkan Perguruan 

Tinggi Responsif Gender Di UIN Suska Riau‖ 

1.4 Manfaat Penelitian 

Selanjutnya hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat 

kepada : 

1) Penulis  

Penelitian ini merupakan upaya peneliti untuk meningkatkan 

kemampuan berpikir intelektual dalam menulis teori-teori yang 

dipelajari selama menempuh perkuliahan di Fakultas Ekonomi dan 

Ilmu Sosial UIN Suska Riau. 

2) Instransi                                                                                                                           

Terkait Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran untuk mengetahui pelaksanaan collaborative governance 

dalam mewujudkan perguruan tinggi responsif gender di UIN Suska 

Riau dalam artian penelitian ini akan memaparkan berbagai upaya 

kerjasama yang dilaksanakan oleh semua pemangku kepentingan di 
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UIN Suska Riau dalam mewujudkan perguruan tinggi responsif 

gender. dan juga karena PSGA UIN Suska Riau merupakan salah satu 

dari Delapan PSGA yang perancang Dokumen Indikator PTRG maka 

penelitian ini akan membawa PSGA UIN Suska Riau dalam 

menginformasikan sejauh mana pelaksanaan dari indikator perguruan 

tinggi responsive gender tersebut. 

3) Pustaka  

Penelitian ini akan menjadi sumber referensi tambahan bagi penelitian 

yang telah dilakukan sebelumnya, sebab masih sedikit penelitian 

mengenai perguruan tinggi responsif gender inii sehingga dengan 

adanya penelitian ini maka akan menambah referensi bagi penelitian 

berikutnya. 

    1.5   Sistematika Penulisan 

Agar keseluruhan pembahasan dalam proposal penelitian ini lebih 

mudah dibaca dan dipahami, maka kerangka sistematika dan pedoman 

penulisan proposal harus dicantumkan dengan jelas. Penyajian proposal 

penelitian ini menggunakan sistem sebagai berikut:  

BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bab I Penulis menguraikan tentang latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

sistematika penulisan 
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BAB II : LANDASAN TEORI 

Pada bab II Penulis memuat landasan teori yakni menggunakan 

grand teori paradigma administrasi negara kemudian disusul 

dengan middle teori good governance terakhir bermuara pada 

collaborative governance sebagai applied teori serta pembahasan 

perguruan tinggi responsive gender dan aktor yang berkolaborasi 

dalam penelitian penulis, gender dalam perspektif islam, penelitian 

terdahulu, konsep operasional, defenisi konsep, dan kerangka 

berpikir.. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Pada bab III Penulis menguraikan tentang metode penelitian yang 

digunakan untuk membangun data agar sistematis, pada bab ini 

berisi jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, sumber data, 

teknik pengumpulan data, dan teknik yang digunakan untuk 

menganalisis data. 

BAB IV: GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

Pada bab IV ini Penulis menguraikan tentang sejarah, visi, misi, 

karakteristik serta tujuan UIN Suska Riau serta visi, misi LP2M 

yang merupakan induk dari PSGA  

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab V ini Penulis memuat hasil dari studi yang dilaksanakan 

serta analisis terhadap temuan penelitian tersebut. 

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN 



 

18 

 

Pada bab VI ini Penulis mengulas simpulan dari temuan yang 

memberikan jawaban terhadap rumusan masalah dan juga 

memberikan saran sebagai langkah lanjut bagi penulis lain yang 

menghadapi masalah serupa. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Paradigma Adminitrasi Publik 

Dalam perkembangan bidang ilmu administrasi public tumbuh dan 

perkembang sejumlah paradigm yang menandakan perubahan , menurut 

Khun.T (1993) dalam Hadi.LM (2022) paradigm adalah cara pandang, 

nilai-nilai, metode-metode, prinsip dasar atau cara memecahkan suatu 

masalah yang dianut suatu masyarakat ilmiah pada suatu masa tertentu. 

Diantara perkembangan paradigm public adalah sebagai berikut: 

2.1.1 Old Publik Administrasi (OPA) 

Wilson seorang guru besar ilmu politik dalam Hadi.LM (2022) 

mengatakan bidang administrasi itu sama dengan bidang bisnis, maka 

dari itu muncullah konsep OPA dengan dua kunci. Pertama, adanya 

perbedaan yang jelas antara politik dengan administrasi. Kedua, perhatian 

untuk membuat struktur dan strategi pengelolaan hak organisasi public 

diberikan kepada manejernya atau pemimpinnyaagar tugas-tugas dapat 

dilakukan secara efektif dan efisien. 

2.1.2 New Public Management (NPM) 

Pada tahun 1992 muncul paradigma yang sangat terkenal karena 

bersifat reformatif yang menggantikan OPA yakni NPM yang dicetus 

oleh David & Gaebller (1992) dalam Hadi.LM (2022) mengatakan bahwa 

pemerintahan bukanlah pemecahan masalah, justru sebagai masalah. 

Paradigm ini mengharuskan beberapa sifat yang harus dimiliki oleh 
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sebuah pemerintah, diantaranya; pembuat kebijakan, milik masyarakat; 

institusi yang hidup dalam kompetisi; lembaga yang mempunyai misi; 

sebuah pabrik yang berorientasi kepada hasil; badan usaha; memiliki daya 

yang antisipatif; pemegang kemenangan; dan pihak yang berorientasi 

kepada pasar. 

2.1.3 New Publik Service (NPS) 

  Pada tahun 2003 atau kurang dari 10 tahun kemudian lahir 

paradigm baru yang menggantikan NPM yakni NPS yang berorientasi 

kepada kualitas pelayanan public. Denhardt (2003) dalam Hadi.LM 

(2022)  menyebutkan 7 ide pokok yang terkandung dalam NPS, 

diantaranya yaitu; serve citizen, not cuatomers; seek the public interest; 

value citizenship over entrepreneurship, think strategically, act 

democrarally; recognized that accountability is not simple; serve rather 

than steer; dan value just productivity. 

Berdasarkan uraian paradigma administrasi publik di atas, dapat 

disimpulkan bahwa administrasi publik tidak akan pernah dapat 

menghindari dampak perkembangan lingkungan yang sedang terjadi, 

terutama yang disebabkan oleh kemajuan teknologi dan informasi. Oleh 

karena itu, administrasi publik harus selalu dapat menyesuaikan diri dan 

mengubah paradigmanya untuk menyesuaikan diri dan mengikuti 

perkembangan. Dalam konteks transformasi yang begitu cepat yang 

terjadi di Indonesia, hal yang paling penting adalah bagaimana 

Administrasi Publik dapat mereformasi dirinya untuk sesuai dengan 
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paradigma pemerintahan yang baik atau lebih dikenal dengan good 

governance yang saat ini menjadi kebutuhan bagi banyak orang. 

(Pasolong.2019). Agar tidak terjadi ketimpangan berbagai ilmu maka 

peradigma administrasi public dalam ilmu administrasi negara dalam 

penelitian ini berfokus pada bagaimana pelaksanaan kerjasama yang 

dilakukan dalam hal mewujudkan perguruan tinggi responsive gender 

yang berasal dari kebijakan public, karena dalam ilmu pemerintahan 

paradigma administrasi public juga digunakan akan tetapi hanya sebatas 

pada formulasi kebijakan public  

2.2 Good Governance 

Konsep governance bukanlah konsep baru, konsep governace sama 

luasnya dengan peradapban manusia, salah satu pembahasan tentang good 

governace dapat ditelusuri dari tulisan J.S Endarlin yang menyatakan 

bahwa governance merupakan suatu istilah yang digunakan untuk 

mengganti government, yang merujuk pada penggunaan otoritas politik, 

ekonomi, dan administasi dalam mengelola masalah-masalah kenegaraan.  

Istilah good governance berasal dari induk bahasa eropa latin yaitu 

Gubernare yang diserap oleh bahasa inggris menjadi govern, yang berarti 

steer (menyetir, mengendalikan), direct (mengarahkan), atau 

rule(memerintah). Penggunaan utama istilah ini dalam bahasa inggris 

adalah to rule with authority, atau memerintah dengan wewenang 

(Muslim.2022).         
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Tata kelola pemerintah yang baik dikenal sebagai good 

governance, tiga pihak utama pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat 

umum harus bekerja sama untuk mewujudkan gagasan good governance. 

Sumber daya, lingkungan sosial, ekonomi, dan budaya dikelola oleh ketiga 

aktor ini. Menurut World Bank, good governance berarti pengelolaan atau 

manajemen pemerintah yang solid, akuntabel, berdasarkan prinsip pasar, 

dan pencegahan korupsi administratif dan politis. Hal ini berlaku baik 

untuk sektor publik maupun privat, dan merupakan inovasi baru dan 

terobosan dalam menciptakan kredibilitas manajemen publik yang dapat 

diandalkan (Handayani. A.F & Nur. I.M. 2019). 

Good governance ini hadir sebagai salah satu bentuk solusi untuk 

mengatasi masalah yang terjadi di suatu negara. Ini membantu 

mengintegrasikan tugas pemerintah dan sektor privat untuk mencapai 

konsensus yang dapat dipertanggungjawabkan dan dilaksanakan dengan 

efisien.       

Konsep governance atau tata kelola pemerintahan yang baik ini 

dihadirkan untuk mewujudkan suatu tata kelola pemerintahan yang 

mengutamakan kebutuhan masyarakat. Governance selaku tata kelola 

dapat disimpulkan sebagai transformasi pada ―penyelenggaraan kebijakan 

publik‖ yang titik kuncinya tidak hanya pada pemerintahan, tetapi juga 

melibatkan aktor lain untuk ikut mengambil peran baik dari masyarakat, 

sktor swasta, dan lainnya yang nantinya melahirkan tata kelola pemerintah 
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kolaboratif atau dikenal juga dengan collaborative governance (Astuti.dkk 

2020). 

2.3 Collaborative Governance 

Collaborative governance adalah konsep baru yang telah banyak 

digunakan dalam proses penyelenggaraan kebijakan publik, terutama 

berkaitan dengan konsep pemerintahan yang baik atau good governance. 

Mengacu pada nilai dari collaborative (kolaborasi) berbeda dengan nilai 

pada network (jaringan) dan partnership (kemitraan). Secara umum ada 

nilai dasar yang melekat pada collaborative governace (Dewi, 2019) . 

Collaborative governance adalah jenis tata kelola pemerintah dimana 

melibatkan partisipasi langsung dari pemangku kepentingan di luar 

pemerintah atau negara, menuju pertimbangan dan kemufakatan dalam 

memetik kesepakatan bersama, untuk mengembangkan atau menerapkan 

kebijakan dan program publik (Ansell dan Gash, 2007). 

Collaborative berasal dari kata "co" dan "labor", yang berarti 

penyatuan tenaga atau peningkatan kemampuan untuk mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan atau disepakati bersama. Kolaborasi, di sisi lain, 

memiliki arti yang sangat umum dan mendeskripsikan situasi di mana dua 

orang atau lebih bekerja sama untuk menyelesaikan masalah bersama. 

Kolaborasi bahkan secara lebih spesifik, adalah kerja sama yang intensif 

untuk memecahkan masalah kedua belah pihak secara bersamaan. Ketika 

publik menyukai kolaborasi antara pelaku media, istilah "kolaborasi" 

menjadi hangat dibicarakan. Salah satu contohnya adalah ketika artis atau 
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musisi bekerja sama untuk membuat karya bersama. Di sinilah istilah 

"konvergensi" menjadi relevan karena kerja sama yang mencakup 

berbagai hal, seperti profesi, organisasi kelompok, dan sebagainya. 

(Supratman.2021).  

Kolaborasi adalah usaha bersama untuk merencanakan, 

melaksanakan, dan mengevaluasi program, yang mencakup tindakan 

bersama atau terkoordinasi yang dilakukan oleh anggota tim untuk 

mencapai tujuan bersama (Morsink. et al. 1991). Melalui kolaborasi 

individu atau organisasi dapat bekerjasama untuk melakukan berbagai 

kegiatan yang telah disepakati bersama untuk mencapai tujuan yang sama 

(Komariah. et al. 2021). 

Pada hakekatnya tujuan kolaborasi adalah untuk mencapai tujuan 

bersama dengan saling membantu antara satu dengan yang lainya. (Syani, 

1994), kolaborasi adalah proses sosial yang mencakup aktivitas tertentu 

untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan memahami 

satu sama lain. Selanjutnya (Nawawi, 1984) menjelaskan bahwa 

kolaborasi adalah upaya untuk mencapai tujuan bersama melalui 

pembagian tugas atau pekerjaan. Ini bukanlah pengkotakan kerja; ini 

adalah satu kesatuan kerja yang berfokus pada pencapaian tujuan bersama. 

Kolaborasi juga dikenal sebagai kerja sama, atau kerja sama, yang 

dimaksudkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan individu, kelompok, 

lembaga, atau organisasi dengan tujuan untuk menghasilkan suatu 

keluaran yang bermakna dan berkelanjutan. 
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Banyak ahli yang memodelkan tata kelola pemerintah kolaboratif 

atau collaborative covernance ini, diantara model-model tersebut adalah: 

2.4 Model Ansel dan Gash (2007) 

Ansel dan Gash (2007) dalam publikasinya yang berjudul 

collaborative governance in theory and practice atau dalam bahasa 

Indonesia berarti tata kelola kolaboratif dalam teori dan praktek 

mendefinisikan tata kekola kolaboratif sebagai suatu pengaturan 

pemerintahan dimana satu atau lebih lembaga public secara langsung 

melibatkan pemangku kepentingan non-negara dalam proses pengambilan 

keputusan kolektif yang formal, berorientasi pada consensus dan 

deliberative dan bertujuan untuk membuat atau melaksanakan kebijakan 

public atau mengelola program atau asset public (Ansel&Gash.2007). 

Adapun model yang dikembangkan oleh Ansel dan Gash 

merangkup 4 variabel yang dapat dilihat dari gambar dibawah ini; 

Gambar 2.1 Model Collaborative Governance Ansel dan Gash 

 

Sumber: Ansel dan Gash (2007) 
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a. Kondisi awal 

Kondisi yang ada pada awal kolaborasi dapat memfasilitasi atau 

menghambat kerja sama antar pemangku kepentingan dan antara 

lembaga dan pemangku kepentingan, kondisi awal yang 

dikemukakan oleh Ansel dan Gash ini mempersempit 3 komponen 

yang terjadi, diantaranya: 

1) Ketidakseimbangan daya dan sumber daya 

Ketidakseimbangan daya dan sumber daya antar pemangku 

kepentingan masalah pertama yang terjadi dalam tata kelola 

kolaboratif, jika beberapa pemangku kepentingan tidak memiliki 

kapasitas, organisasi, status, atau sumber daya untuk berpartisipasi 

secara setara dengan pemangku kepentingan lainnya maka proses 

tata kelola kolaboratif akan rentan dimanipulasi oleh pihak yang 

lebih kuat. Masalah ketimpangan kekuasaan menjadi yang kedua 

dalam ketidakseimbangan sumber daya, ini terjadi ketika para 

pemangku kepentingan tidak memiliki infrastruktur organisasi untuk 

terwakili dalam proses tata kelola kolaboratif, masalah yang terakhir 

adalah beberapa pemangku kepentingan yang tidak mempunyai 

waktu, energy atau kebebasan untuk terlibat dalam proses kolaborasi. 

2) Insentif untuk berpartisipasi 

Insentif yang merupakan sebuah hak yang didapatkan dalam hal ini 

hak untuk berpartisipasi yang bergantung pada harapan pemangku 

kepentingan mengenai apakah proses kolaboratifakan memperoleh 
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hasil yang berarti, khususnya terhadap keseimbangan waktu dan 

energi yang dibutuhkan kolaborasi. 

3) Prasejarah antagonism dan kerja sama 

Latar belakang antagonism atau kerja sama antar pemangku 

kepentingan akan menghambat atau memfasilitasi kolaborasi, namun 

tingkat konflik yang tinnggi sebenarnya dapat menciptakan insentif 

yang kuat bagi tata kelola yang kolaboratif, kebuntuan kebijakan 

justru dapat menciptakan dorongan kuat bagi tata kelola kolaboratif, 

dalam artian latar belakang pemangku kepentingan ikut dalam proses 

kolaborasi. 

b. Kepemimpinan fasilitatif 

Kepemimpinan dipandang sebagai unsur penting dalam mengajak 

semua pihak untuk berunding dan mengarahkan mereka melalui 

masa-masa sulit dalam proses kolaboratif, kepemimpinan harus 

memfasilitasi dialog antar pemangku kepentingan. 

c. Desain institusi 

Desain kelembagaan disini mengarah pada protocol dasar atau aturan 

dasar kolaborasi dan siapa yang harus ikutserta dalam forum 

kolaborasi. 

d. Proses kolaborasi 

Ansel dan Gash mengetakan bahwa sulit untuk menemukan dari 

mana proses kolabrasi dimulai akan tetapi karena komunikasi adalah 



 

28 

 

initi dari kolaborasi maka proses kolaborasi dimulai dengan dialog 

tatap muka. 

1) Dialog tatap muka 

Dialog langsung diperlukan bagi para pemangku kepentingan untuk 

mengidentifikasi peluang demi keuntungan bersama 

2) Membangun kepercayaan 

Kurangnya kepercayaan para pemangku kepentingan merupakan 

awal bagi tata kelola kolaboratif, maka membangun kepercayaan 

sangat perlu dilakukan agar kolaborasi dapat berjalan dengan baik 

3) Komitmen pada proses 

Komitmen disini berkaitan erat dengan motivasi aawal para 

pemangku kepentingan untuk berpartisispasai dalam tata kelola 

kolaboratif 

4) Pemahaman bersama 

Pemahaman yang sama akan visi, misi, dan tujuan yang ingin dicapai 

oleh smua pemangku kepentingan 

5) Hasil sementara 

Hasil sementara sangat penting karena akan menjadi masukan bagi 

proses kolaboratif, mendorong siklos positif dalam membangun 

kepercayaan dan komitmen. 
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2.5 Perguruan Tinggi Responsif Gender 

2.5.1 Perguruan Tinggi Responsif Gender. 

      Perguruan tunggi responsif gender adalah perguruan tinggi yang 

berkomitmen kuat baik dalam segi kepemimpinannya maupun dari segi 

lainnya yang dapat mewujudkan perguruan tersebut menjadi perguruan 

tinggi responsive gender. perguruan tinggi yang responsive gender akan 

selalu berupaya merealisasikan berbagai indicator yang telah tersusun oleh 

berbagai aliansi resmi. Pengaturan gender di universitas bertujuan untuk 

memastikan bahwa siswa laki-laki dan perempuan memiliki akses, 

partisipasi, kontrol, dan keuntungan yang setara. Ini akan membuat 

perguruan tinggi menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi semua siswa 

untuk melaksanakan tujuan perguruan tinggi. (Kusmanto, 2018). 

Program Kampus Responsif Gender dirancang oleh Kementerian 

PPPA. Pada tahun 2019, Kementerian PPPA bekerja sama dengan Pusat 

Studi Gender dan Perlindungan Anak Uhamka untuk membuat Panduan 

Perguruan Tinggi Responsif Gender. Kementerian PPPA juga 

menyelenggarakan workshop pada tahun 2019 di mana akademisi dari 

berbagai lembaga penelitian dan perguruan tinggi diundang untuk 

merumuskan langkah-langkah pengembangan Kampus Responsif Gender. 

Di bidang Tri Darma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian, dan 

pengabdian masyarakat) dan manajemen kampus, pengarusutamaan 

gender adalah tujuan. Konsep responsif gender membutuhkan perspektif 

holistik yang melibatkan seluruh civitas akademika kampus, termasuk 
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pimpinan perguruan tinggi, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, staf 

umum, dan mahasiswa. Oleh karena itu, penting bagi mahasiswa untuk 

berpartisipasi aktif dalam perubahan. (Indriyant. A. et al. 2021) 

Kampus Responsif Gender merupakan sebuah pola pandang yang 

menjunjung tinggi prinsip inklusivitas. Inklusivitas sosial membuka ruang 

dan merangkul semua orang tanpa terkecuali melihat latar belakangnya 

untuk merasa aman dan nyaman (Fathy, 2019). inklusi sosial 

memungkinkan semua orang, tanpa pengecualian, untuk merasa aman dan 

nyaman. Prinsip inklusivitas mengakui bahwa semua orang memiliki 

kebutuhan unik, tidak peduli apakah mereka laki-laki, perempuan, atau 

penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas dianggap sebagai bagian 

dari kampus responsif gender, sehingga menjadi pekerjaan rumah bagi 

perguruan tinggi untuk membuat kampus yang ramah bagi perempuan dan 

disabilitas. Perguruan Tinggi Responsif Gender adalah kampus yang 

mempertimbangkan perbedaan pengalaman, kebutuhan, dan aspirasi dari 

seluruh civitas akademika dalam kegiatannya, kebijakan, dan proses 

penganggaran. Ini tercermin dalam Tridharma, penetapan, pelaksanaan, 

evaluasi, pengendalian, dan peningkatan tata kelola. (KemenPPPA, 2011) 

2.5.2 Indikator Perguruan Tinggi Responsif Gender. 

   Indikator PTRG pertama kali disusun oleh Kementerian 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) bersama 

dengan Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) dari berbagai perguruan 

tinggi (Islam) pada tahun 2019 sebagai salah satu upaya menerjemahkan 
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Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan 

Gender. Inpres tersebut menginstruksikan agar pengarusutamaan gender 

dimasukkan ke dalam seluruh proses pembangunan dan menjadi bagian 

yang tidak terpisahkan dari instansi dan lembaga pemerintah, termasuk 

lembaga pendidikan. Indikator PTRG juga merupakan komitmen pada 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2008 sebagai 

komitmen dalam membangun pendidikan yang berlandaskan keadilan 

gender.  

          Adapun indikator PTRG tersebut yaitu : 

1) Adanya Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) atau Pusat Studi 

Wanita (PSW) 

 Lahirnya PSGA tidak dapat dipisahkan dari fenomena women 

studies sebagai isu global. Women studies hadir didorong oleh keinginan 

untuk mengarusutamakan perempuan dalam kajian berdasarkan 

pengalaman dan menjadikan keberadaan perempuan serta kondisi 

kehidupannya menjadi lebih nyata. PSGA di perguruan tinggi distimulasi 

oleh masifnya penyebaran hasil-hasil riset ilmuwan perempuan dunia 

mengenai masalah perempuan, terutama di negara berkembang. Hasil 

kajian-kajian ini menjadi pemantik berkumpulnya ilmuwan perempuan 

Indonesia untuk melakukan kajian yang menghadirkan data-data empirik 

tentang perempuan Indonesia. 
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2)  Profil Gender Perguruan Tinggi 

 Profil gender adalah deskripsi kondisi riil kuantitas maupun 

kualitas terpilah perempuan dan laki-laki di berbagai lapisan struktur 

perguruan tinggi. Sebagai sekumpulan data kuantitatif, profil gender harus 

dibaca dan dianalisis dengan perspektif gender. Sebab, angka hanya bisa 

berbunyi tentang jumlah, tetapi tidak dengan kompleksitas yang melatari 

atas angka. Semua keputusan dan kebijakan yang diambil oleh pimpinan 

harus mempertimbangkan profil gender supaya keputusan yang diambil 

bermanfaat, adil, dan inklusi bagi semua warga kampus, baik laki-laki, 

perempuan, atau bagi orang yang memiliki kebutuhan khusus. 

3) Peraturan Rektor Tentang Implementasi Pengarusutamaan 

Gender (PUG) di Perguruan Tinggi 

 Pengarusutamaan gender di perguruan tinggi adalah sebuah strategi 

dan proses untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan dengan 

memastikan pemenuhan hak-hak khas perempuan dan laki-laki dalam 

mengakses pelayanan di perguruan tinggi. Kebijakan PUG di perguruan 

tinggi berfungsi sebagai payung hukum implementasi PUG di perguruan 

tinggi yang meliputi: Program Tata kelola Aktivitas Penganggaran 

Kebijakan dalam tridarma perguruan tinggi Sarana dan prasarana yang 

responsif gender dan hak anak sehingga dapat mewujudkan keadilan dan 

kesetaraan dalam aspek akses partisipasi, kontrol, dan manfaat bagi semua 

warga kampus. 
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4) Pendidikan dan Pengajaran Responsif Gender  

 Pendidikan dan pengajaran responsif gender dan inklusi sosial 

adalah strategi yang memastikan sistem layanan pendidikan dengan 

mengakomodir keterbukaan akses, peluang partisipasi, memberikan hak 

kontrol, dan manfaat yang dapat dinikmati oleh semua pihak dengan 

mempertimbangkan prinsip kesetaraan, keadilan gender, dan inklusi sosial 

(KKGIS) serta adanya pembelajaran mengenai gender. 

5) Penelitian Responsif Gender  

 Penelitian responsif gender dan inklusi sosial adalah strategi yang 

memastikan sistem layanan penelitian dengan mengakomodir keterbukaan 

akses, peluang partisipasi, memberikan hak kontrol, dan manfaat yang 

dapat dinikmati oleh semua pihak dengan mempertimbangkan prinsip 

keadilan, kesetaraan gender, dan inklusi sosial (KKGIS). Penelitian yang 

responsif gender dan inklusi sosial memungkinkan adanya akses dan 

partisipasi untuk memberikan kontrol dan manfaat kepada warga kampus. 

6) Pengabdian Masyarakat Terintegrasi Gender  

 Semua bentuk pengabdian kepada masyarakat yang 

mengakomodasi kebutuhan masyarakat (laki-laki dan perempuan) secara 

adil dari aspek akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat dengan 

memperhatikan penghapusan subordinasi, pelabelan negatif, beban ganda, 

marginalisasi, dan kekerasan. Program Pengabdian masyarakat afirmatif 

gender dan inklusi sosial ini bisa diperuntukkan bagi dosen dan pegawai 

fungsional tetap, dan mahasiswa. Bentuknya bisa berupa program 
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pendampingan desa responsif gender dan layak anak atau program 

pendampingan komunitas (pesantren, ormas, kelompok disabilitas, 

kelompok adat, kelompok usaha, PRT, buruh migran, kelompok 

perempuan rawan sosial ekonomi, kelompok waria, kelompok minoritas 

dan marginal) atau pendampingan insidental (korban bencana alam, 

konflik politik, konflik sosial, dll.). 

7)  Tata kelola perguruan tinggi yang responsive gender 

 Tata kelola yang responsive gender adalah pendayagunaan semua 

sumber daya pendidikan secara efektif dan efisien utuk mendukung 

terwujudnya perguruan tinggi responsive gender. dalam pelaksanaanya 

tata kelola responsive gender mensyaratkan adanya regulasi dan kebijakan 

seperti SK PUG, SK Pokja Gender, SK Gender Focal Point, SK 

Penanggulangan dan Pencegahan Kekerasan Seksual, SK Unit Kerja 

Terpadu, adanya profil gender perguruan tinggi, rencana strategis 

(Renstra) dan perjanjian kinerja (Perkin), serta adanya pembangunan 

prasrana yang mendukung dalam mewujudkan perguruan tinggi 

responsive gender. 

8) Peran serta civitas akademika dalam perencanaan sumber daya 

evaluasi dan tindak lanjut tri dharma perguruan tinggi yang 

responsive gender 

 Peran tersebut adalah pendayagunaan semua sumber daya 

pendidikan secara efektif dan efisien untuk mendukung terwujudnya 

perguruan tinggi responsif gender tanpa adanya pembedaan anatara 



 

35 

 

perempuan dan laki-laki dalam pengambilan peran tersebut, didalamnya 

juga terdapat Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) 

yang merupakan alat (tools) yang tersambung pada kebijakan anggaran 

responsif gender (ARG). Ada dua kebijakan yang menjadi payung PPRG. 

    a)  PMA Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pokja Gender—kebijakan ini 

direvisi dengan dikeluarkannya KMA 571 tahun 2020. Dalam keputusan 

itu disebutkan bahwa tugas Focal Point Gender adalah melakukan telaah 

sensitivitas gender terhadap kegiatan dan penganggaran 

    b) Keputusan Dirjen Pendis 5487 Tahun 2014 Tentang Panduan 

Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender 

 Tridarma perguruan tinggi (pendidikan, penelitian, dan 

pengabdian) yang responsif gender dan inklusi sosial adalah sesuatu yang 

tidak terpisahkan dan tidak berdiri sendiri-sendiri. Ketiganya saling terkait 

dan menjadi kesatuan yang utuh dan tak terpisahkan. pendidikan dan 

pengajaran-proses dan bahan ajarnya-berbasis penelitian dan pengabdian. 

Pada bagian yang pertama ini menggambarkan adanya keterkaitan dalam 

penguatan substansi bahan ajar yang diberikan. Penguatan substansi ini 

dilakukan dengan menggunakan hasil penelitian dan pengabdian sebagai 

bahan ajar, sehingga hasil dari proses pendidikan dan pengajaran mampu 

menjawab peluang serta tantangan perubahan masyarakat. Singkatnya, 

teori yang diajarkan dalam proses mengajar tidak egois dan meyakini 

bahwa teori 01 dalam buku ajar mutlak kebenarannya. Penelitian berbasis 

pendidikan dan pengajaran, dan pengabdian. Pada bagian kedua ini 
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merupakan salah satu upaya untuk menjawab problem yang dihadapi 

dalam proses pendidikan dan pengajaran. Sebab, problem-problem 

pendidikan pasti muncul seiring dengan perkembangan pendidikan, yang 

pemecahannya dilakukan melalui proses penelitian, sehingga muncul 

penelitian tindakan kelas. 

9)   Zero toleransi kekerasan terhadap perempuan dan laki-laki 

 Budaya perguruan tinggi nirkekerasan berbasis gender terhadap 

laki-laki dan perempuan ditandai dengan satu kondisi lingkungan dan 

relasi tanpa kekerasan yang dilakukan dengan strategi pencegahan, 

penanganan, pemulihan, dan penindakan tegas pada pelaku agar terwujud 

situasi aman, sehat, dan nyaman bagi civitas academica. ekerasan berbasis 

gender adalah kekerasan yang muncul karena prasangka (stereotip) kepada 

jenis kelamin tertentu bahwa mereka layak dan pantas menerima 

kekerasan karena jenis kelaminnya. Umumnya kekerasan ini dialami oleh 

perempuan atau kepada laki-laki yang diperempuankan (dianggap 

perempuan). Kekerasan berbasis gender ini erat sekali hubungannya relasi 

kuasa dari pelaku dan korban, seperti senior-junior, dosen-mahasiswa, 

atasan-bawahan, laki-laki-perempuan, kuat-lemah, dan bentuk relasi 

lainnya. 

2.6 Aktor Yang Berkolaborasi Dalam Penelitian 

Collaborative Governace dipahami sebagai kerja sama antar aktor, 

antar institusi atau antar organisasi dalam rangka pencapaian tujuan yang 

tidak bisa dicapai atau dilakukan secara independent, oleh sebab itu 
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pemetaan aktor merupakan proses penting dalam perumusan kebijakan. 

Menurut Schmeer (1999) dalam Noor.M, dkk (2022)  menyebutkan sangat 

penting untuk melacak aktor-aktor dalam proses perumusan kebijakan 

publik untuk menghindari kepentingan yang tumpang tindih. Selain itu, 

sangat penting untuk melacak pengalaman, kepentingan, motif, tanggung 

jawab, etika, dan pengetahuan aktor tentang pelaksanaan kolaborasi 

selama proses perumusan kebijakan publik. (Noor.M, dkk 2022).  

Menurut Kincaid (1997) dalam Noor.M, dkk (2022)  

mengelompokan aktor-aktor kebijakan publik yaitu aktor dari internal 

pemerintah, aktor dari pelaku bisnis atau yang disebut dengan private 

sector serta aktor dari kelompok masrakat atau “civil society”. Tiga aktor 

tersebut yang sama-sama mempunyai perannya masing-masing untuk 

melakukan perumusan kebijakan public. 

Karena penelitian ini dilakukan di kampus, penulis berfokus pada 

kolaborasi antar civitas akdemika; kata "civitas" merujuk pada 

sekumpulan orang, komunitas, atau kelompok. Selanjutnya digunakan 

dalam dunia akademik sebagai civitas akademika. Dalam konteks ini, 

istilah "civitas akademika" mengacu pada kelompok individu atau seluruh 

anggota komunitas akademik yang tergabung dalam sebuah institusi 

akademik, seperti universitas, lembaga, atau institusi pendidikan tinggi 

lainnya. Civitas akademika biasanya terdiri dari berbagai orang, seperti 

dosen, mahasiswa, staf administratif, peneliti, dan tenaga pendidik lainnya. 

Orang-orang ini terlibat dalam pendidikan dan penelitian institusi. Mereka 
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bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama: menciptakan lingkungan 

pendidikan yang menghasilkan, membantu pengembangan ilmu 

pengetahuan, dan memberikan layanan kepada masyarakat. 

Aktor Pemerintah 

Collaborative Governance yang dalam hal ini adalah Pemerintah 

dimulai dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan 

Anak (KPPPA) yang mengusung tentang Standar Perguruan Tinggi 

Ressponsif Gender (PTRG). Sehingga Perguruan Tinggi yang menjadi 

bagian dari Pemenritah berupaya untuk melaksanakan standar dari PTRG 

tersebut, UIN Suska Riau yang menjadi salah satu Perguruan Tinggi  

dalam perwakilan Aliansi 8 PSGA yang ada di Indonesia saat 

menyederhanakan standar tersebut harus menunjukkan komitmen untuk 

melaksanakan semua indikator PTRG tersebut yang harus dilakukan 

dengan melibatkan pimpinan, mahasiswa dan pemangku kepentingan 

lainnya. 

 Aktor Swasta 

 Collaborative Governance yang dalam hal ini adalah Sektor 

Swasta dalam penelitian ini diwakili oleh Mahasiswa yang ikut kedalam 

program dari PT Orbit Ventura Indonesia, yang mana UIN Suska Riau 

sudah melakukan MoU dengan PT tersebut. Sektor Swasta tidak akan 

bergerak pada isu gender karena Sektor Swasta berfokus pada profit atau 

keuntungan akan tetapi gender dapat berjalan beriringan dengan Sektor 
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Swasta. Seperti dalam penelitian ini sector swasta diwakili oleh PT Orbit 

Ventura Indonesia yang telah menandatangani MoU dengan UIN Suska 

Riau untuk melakukan pelatihan kepada mahasiswa perempuan sehingga 

mendapatkan pengalaman diluar kampus dari dunia industry dan pekerjaan 

yang akan bermanfaat untuk jenjang karier Mahasiswa kedepannya. 

Program ini mengganti pendidikan dan pengajaran umum yang dilakukan 

di UIN Suska Riau yang senilai dengan 20 SKS. 

 Aktor Non Government Organitation (NGO) / Non Pemerintah  

 Aktor Non Pemerintah yang ikut bekerjasama dalam mewujudkan 

perguruan tinggi responsive gender di UIN Suska Riau adalah Rumah 

KitaB yang selalu mendukung setiap kegiatan PSGA yang mana Rumah 

KitaB membuka berbagai Forum dalam Aliansi PTRG sehingga apabila 

PSGA UIN Suska Riau membutuhkan sesuatu dalam melaksanakan 

kegiatan maka akan dibantu oleh aliansi tersebut. 

 NGO lainnya yang ikut terlibat dan berkolaborsi dengan UIN 

Suska Riau adalah AMAN Indonesia yang yang telah melakukan MoU 

denga PSGA UIN Suska Riau pada tanggal 1 Oktober 2023 mengenai 

pengolaan proyek KUPI to Campus untuk meminimalisir kekerasan 

seksual dilingkungan kampus. 

Aktor Masyarakat 

Masyarakat berkolaborasi saat dilakukannya pengabdian kepada 

masyarakat ketika program-program yang dilakukan oleh mahasiswa 
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maupun dosen saat pengabdian maka akan terjadi kerjasama dengan 

sendirinya. 

Jadi dalam pelaksanaan collaborative governance dalam 

mewujudkan perguruan tinggi responsive (PTRG) gender di UIN Suska 

Riau ini terjadi pada indikator-indikator PTRG tertentu dengan aktor-aktor 

tertentu juga.  

2.7 Gender Dalam Perspektif Islam 

 Dalam Islam banyak terdapat ayat yang menjelaskan tentang 

gender, kesetaraan gender yang mana laki-laki maupun perempuan 

memiliki posisi yang sama. Dan Allah SWT tidak pernah membedakan 

hambaNya berdasarkan jenis kelamin. 

كُمۡ شُعُىبٗا وَقبَآَٰ      ه ذَكَرٖ وَأوُثىََٰ وَجَعَلۡىََٰ كُم مِّ ٰٓأيَُّهاَ ٱلىَّاسُ إوَِّا خَلقَۡىََٰ َـٰ ئلَِ يَ

َ عَليِمٌ خَبيِر كُمْۡۚ إنَِّ ٱللََّّ ِ أتَۡقىََٰ  إنَِّ أكَۡرَمَكُمۡ عِىدَ ٱللََّّ
ْۚ
اْ ٞ    لتِعََارَفىُٰٓ  

  “Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu 

dari laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa 

dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal satu sama lain. 

Sesungguhnya di sisi Allah, orang yang paling mulia di antara kamu 

adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha 

Mengetahui dan Maha Mengetahui.” (QS. Al Hujurat ayat 13) 

 Dalam ayat tersebut dikatakan bahwa penciptaan manusia berasal 

dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Zamakhshari, Razi dan 

Baydhawi sebagaimana diungkapkan Muhammad Asad dalam Pesan 

Alquran menjelaskan bahwa manusia diciptakan Allah dari ayah dan ibu. 
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Artinya kesamaan asal usul biologis ini menunjukkan adanya kesamaan 

antara manusia, laki-laki, dan perempuan. Refleksi lain dari ayat di atas 

adalah bahwa manusia secara keseluruhan merupakan satu keluarga 

global. Oleh karena itu, tidak perlu ada superioritas suatu kelompok atau 

negara terhadap kelompok atau negara lainnya. Di sini, semangat moral 

ayat di atas menekankan tidak adanya keunggulan satu sama lain. 

Keduanya adalah makhluk Tuhan yang dimuliakan oleh Sang Pencipta. 

 Kesetaran perempuan dan laki-laki juga di tegaskan oleh Allah 

SWT dalam Al-quran surah At-taubah ayat 71 yang berbunyi : 

تُ بعَْضُهمُْ اوَْليِاَۤءُ بعَْض ٍۘ يأَمُْرُوْنَ باِلْمَعْرُوْفِ و الْمُؤْمِىىُْنَ وَالْمُؤْمِىَٰ

 َ
ىةَ وَيطُِيْعُىْنَ اّللَٰ كَٰ ىةَ وَيؤُْتىُْنَ الزَّ لَٰ  وَيىَْهىَْنَ عَهِ الْمُىْكَرِ وَيقُيِْمُىْنَ الصَّ

َ عَزِيْزٌ حَكِيْم ُ اۗنَِّ اّللَٰ ى ِكَ سَيرَْحَمُهمُُ اّللَٰ
ٌٞ  وَرَسُىْلهَٗ اۗوُلَٰۤ  

 “Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, 

sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka 

menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, 

melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-

Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh, Allah 

Mahaperkasa, Mahabijaksana”. 

 Ayat tersebut menerangkan bahwa orang-orang mukmin, pria 

maupun wanita saling menjadi pembela di antara mereka, selaku mukmin 

ia membela mukmin lainnya karena hubungan agama. Wanita pun selaku 

mukminah turut membela saudara-saudaranya dari kalangan laki=laki 

mukmin karena hubungan seagama sesuai dengan fitrah kewanitaanya. 
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 Melihat kedua ayat tersebut kedudukan perempuan dan laki-laki  

(gender) yang sama disisi Allah SWT akan tetapi ketimpangan terhadap 

gender masih terjadi maka diperlukan kerjasama untuk menegakkan 

kedudukan yang sama bagi perempuan maupun laki-laki (gender). dalam 

perspektif agama, manusia diciptakan Allah dari seorang ayah dan ibu. 

Artinya, kesamaan asal mula biologis ini mengindikasikan adanya 

persamaan antara sesama manusia, laki-laki maupun perempuan. tidak 

adanya superioritas yang satu dengan yang lainnya. Keduanya makhluk 

Allah yang saling dimuliakan Pencipta-Nya. 

2.8 Peineilitian Teirdahulu  

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No

. 

Nama/ 

Tahun dan 

sumber 

Judul Hasil 

Penelitian 

Persamaan 

/Perbedaan 

1.  M. Wijayanti 

Elfa. M Agus. 

H                 

Ijougs: 

Indonesia 

Journal of 

Gender 

Studies 

Volume 3 

Nomor 1    

Hal 25-53   

Tahun 2022 

Jalan Terjal 

Menuju PTRG: 

Lesson 

Learned 

Program 

Perencanaan 

dan 

Penganggaran 

Responsif 

Gender IAIN 

Metro 

Hasil 

penelitan 

menunjukkan 

bahwa 

keberhasilan 

pengarusuta

maan gender 

di IAIN 

Metro 

didukung 

oleh potensi 

personal, 

terbangunnya 

sistem yang 

kuat, pola 

relasi kuasa, 

dan budaya 

Sama-sama 

membahas 

PTRG. 

Perbedaannya 

Penelitian yang 

di lakukan oleh 

M. Wijayanti., 

dkk 

menggambarka

n PTRG di 

IAIN Metro 

sedangkan 

dalam 

penelitian ini 

penulis 

mengambil 

tempat di UIN 
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masyarakat 

setempat. 

Potret 

perjalanan 

IAIN Metro 

sebagai 

piloting 

Program 

Perencanaan 

dan 

Penganggara

n Responsif 

Gender 

memungkink

an untuk 

diduplikasi di 

Perguruan 

Tinggi lain 

yang 

memiliki 

potensi dan 

kesamaan 

karakteristik. 

SUSKA RIAU 

2.  Ika. A. I              

M. Dian.         

H Wahyu. 

K.H / 2021 

JIIP: Jurnal 

Ilmiah Ilmu 

Pemerintahan 

Volume 6 

Nomor 1              

Hal 55-72 

Tahun 2021 

Gender Dan 

Pendidikan 

Tinggi: Studi 

Tentang 

Urgensitas 

Kampus 

Berperspektif 

Gender 

Hasil dari 

riset ini 

menunjukan 

bagaimana 

dinamika 

perempuan 

dalam 

mencapai 

kesetaraan 

gender pada 

ruang 

lingkup 

perguruan 

tinggi. 

Sama-sama 

membahas 

tentang gender 

di perguruan 

tinggi. 

Perbedaannya 

Penelitian yang 

di lakukan oleh 

Ika. A. I., dkk 

menggambarka

n dinamika 

perempuan 

dalam mencapai 

kesetaraan 

gender pada 

ruang lingkup 
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perguruan 

tinggi.sedabgka

n dalam 

penelitian ini 

penulis 

mengambil tata 

kelola 

pemerintah 

kolaboratif 

dalam 

mewujudkan 

PTRG di UIN 

SUSKA RIAU 

3.  Yuliani. I  dan 

Ulfah.I 

Prosiding 

Konferensi 

Nasional 

Gender dan 

Gerakan 

Sosial         

Volume 1 

Nomor 1 

Tahun 2022 

Hal 630-641 

Menuju 

Perguruan 

Tinggi 

Responsif 

Gender: 

Mengukur 

Kesiapan IAIN 

Ponorogo 

Dalam 

Implementasi 

Indikator 

PTRG Melalui 

SWOT 

Analysis 

Berdasarkan 

analisis 

SWOT pada 

impelemntasi 

PTRG di 

IAIN 

Ponorogo, 

pada 

dasarnya 

IAIN 

Ponorogo 

telah 

memiliki 

modal yang 

cukup besar 

dalam 

mewujudkan 

diri menjadi 

perguruan 

tinggi 

responsif 

gender. 

Beberapa 

peluang 

penting yang 

tidak dimiliki 

Sama-sama 

membahas 

PTRG. 

Perbedaannya 

Penelitian yang 

di lakukan oleh 

Yuliani. I  dan 

Ulfah.I 

menggambarka

n PTRG di 

IAIN Ponorogo 

berdasarkan 

analisis SWOT 

sedangkan 

dalam 

penelitian ini 

penulis 

mengambil 

tempat di UIN 

SUSKA RIAU 

dengan melihat 

tata kelola 

pemerintah 

kolaboratif 

dalam 

mewujudkan 
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oleh 

Perguruan 

Tinggi lain 

namun 

dimiliki oleh 

IAIN 

Ponorogo 

adalah, 

memiliki 

rektor 

perempuan 

dan diyakini 

memiliki 

perspektif 

gender yang 

baik. Kondisi 

ini 

menunjukkan 

peluang yang 

cukup besar 

bagi IAIN 

Ponorogo 

untuk 

mewujudkan 

diri menjadi 

perguruan 

tinggi 

responsif 

gender. 

PTRG 

4. Mustiqowati 

Ummul 

Fithriyyah, Sri 

Suwitri, 

Yopie 

Warella, Febri 

Yuliani 

(2020)             

Jurnal STED 

2(1). Mei 

Action 

Collaborative 

Networks of 

the Regional 

Government 

on Land and 

Forest Fire 

Restraint in 

Pelalawan 

District, Riau 

Hasil 

penelitian 

menunjukkan 

rendahnya 

jaringan dan 

sumber daya 

(manusia, 

fasilitas, dan 

infrastruktur, 

serta 

Sama-sama 

membahas 

Kolaborasi 

Perbedaannya 

terdapat pada 

focus 

permasalahan, 

yang mana 

penelitian 

Mustiqowati, 
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2020 ISSN 

2637-2150 

Province. anggaran) di 

setiap 

organisasi 

yang terlibat 

dalam 

pengendalian 

kebakaran 

hutan/lahan 

berimplikasi 

besar pada 

penangan 

kebakaran 

hutan/lahan 

yang kurang 

optimal 

dkk focus pada 

kebakaran hutan 

sedangkan 

penelitian 

penulis focus 

kepada 

perguruan 

tinggi 

responsife 

gender  

5. Hidayatullah.

A.M 

&Hutami N.A 

(2019) Jurnal 

Studi 

Pemerintahan 

Vol.10 No 2 

July 2019 

ISSN:1907-

83744 

Collaborative 

Governance In 

Gender 

Mainstreaming 

Policy In 

Yogyakarta 

City 

Hasil 

penelitian 

menunjukkan 

bahwapemeri

ntah Kota 

Yogyakarta 

telah 

melakukan 

kolaborasi 

dengan para 

pemangku 

kepentingan 

lainnya 

seperti 

masyarakat 

sipil dan 

sector swasta 

dalam 

strategi 

pengarustam

aan gender di 

Yogyakarta 

secara 

terbatas 

Sama-sama 

menguunakan 

teori Ansel & 

Gash sedangkan 

perbedaanya 

pada lokus 

penelitian yang 

mana 

Hidayatullah 

berlokus di 

Yogyakarta 

sedangkan 

lokus penelitian 

yang akan di 

teliti penulis 

berada di UIN 

Suska Riau 
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2.4 Deifinisi Konseip 

Definisi konsep bertujuan untuk memberikan pengetahuan sampai 

dimana batasan konkrit dari objek yang akan diteliti, maka adapun definisi 

konsep pada penelitian ini yaitu: 

1. Collaborative governance adalah menyatukan pemangku 

kepentingan dalam forum kolektif yang mencakup 4 variabel 

kondisi awal; kepemimpinan fasilitatif; desain istitusi; dan proses 

kolaborasi. 

1.1 Kondisi awal adalah kondisi dimana terjadinya 

ketidakseimbangan sumber daya sehingga mendorong 

insentif untuk berpartisipasi hingga terjadi prasejarah 

antagonism dan kerjasama 

1.2 Kepemimpinan faslitatif adalah suatu gaya kepemimpinan 

yang memfasilitasi forum dengan baik 

1.3 Desain institusi adalah protocol dasar kolaborasi yang berisi 

aturan dasar serta forum yang dibentuk 

1.4 Proses kolaborasi adalah inti dari collaborative governance 

yang terdiri dari 5 pilar yakni, dialog antar muka; 

membangun kepercayaan; komitmen pada proses; 

pemahaman bersama; dan hasil sementara. 

2. Perguruan tunggi responsif gender yang disingkat dengan PTRG 

adalah produk KPPPA sebagai intruksi untuk melakukan PUG di 



 

48 

 

Indonesia, PTRG ini memiliki 9 indikator yang harus dimiliki oleh 

perguruan tinggi, yakni: 

2.1 Adanya pusat gender dan perlindungan anak atau pusat 

studi wanita 

2.2 Profil gender perguruan tinggi 

2.3 Peraturan rektor tentang implementasi PUG di Perguruan 

Tinggi 

2.4 Pendidikan dan pengajaran responsive gender 

2.5 Penelitian responsive gender (cluster gender 

mainstreaming) 

2.6 Pengabdian masyarakat terintegrasi gender 

2.7 Tata kelola perguruan tinggi yang responsive gender 

2.8 Peran serta civitas akademika dalam perencanaan sumber 

daya evaluasi dan tindak lanjut tri dharma perguruan tinggi 

yang responsive gender 

2.9 Zero toleransi kekerasan terhadap perempuan dan laki-laki 

2.5 Konseip Opeirasional 

Tabel 2.2 Konsep Operasional 

Sumber Indikator Sub Indikator 

Tata Kelola 

Pemerintah 

Kolaboratif 

(Collaborative 

Governance) 

Model Ansel &  

Kondisi Awal 1. Ketidakseimbangan 

sumber daya 

2. Insentif untuk 

berpartisipasi 

3. Prasejarah antagonism dan 

kerjasama 
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Gash (2007) Kepemimpinan 

Fasilitatif 

1. Gaya kepemimpinan yang 

fasilitasif 

 Desain Institusi 1. Aturan dasar 

2. Terbentuknya forum 

 Proses Kolaborasi 1. Dialog tatap muka 

2. Membangunkepercayaan 

3. Komitmen pada proses 

4. Pemahaman bersama 

5. Hasil sementara 

Perguruan 

Tinggi 

Pusat Studi Gender Dan Perlindungan Anak (PSGA) 

atau Pusat Studi Wanita 

Responsif Profil Gender Perguruan Tinggi 

Gender 

KPPPA 

Peraturan Rektor tentang implementasi PUG Di 

Perguruan Tinggi 

(2019) Pendidikan dan Pengajaran Responsif Gender 

Aliansi PTRG Penelitian Responsive Gender 

(2021) Pengabdian Masyarakat Terintegrasi Gender 

 Tata Kelola Perguruan Tinggi Yang Responsif Gender 

 Peran Civitas Akademika dalam Perencanaan hingga 

Evaluasi Dan Tindak Lanjut Tri Dharma Perguruan 

Tinggi yang Responsif Gender 

 Zero Tolerance Kekerasan terhadap Perempuan dan 

Laki-laki 

 Sumber : Olahan Peneliti, 2023 
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2.10 Kerangka Berfikir 

Gambar 2.2 Kerangka Berfikir 
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BAB III 

MEITODEI PEINEILITIAN 

3.1 Lokasi dan Waktu Peineilitian 

Sehubung dengan masalah fenomena yang ada, maka secara umum 

penelitian di lakukan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 

Riau atau disingkat dengan UIN Suska Riau karena UIN Suska Riau 

merupakan salah satu aliansi pembuatan dokumen indikator PTRG. 

Adapun waktu pelaksanaan penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan 

Maret 2023 sampai dengan selesai 

3.2 Jeinis dan Sumbeir Data  

3.2.1 Jeinis  

Jeinis peineilitian yang digunakan adalah peineilitian kualitatif 

deskriptif dengan pendekatan studi kasus yang dapat memberikan 

gambaran secara mendetail tentang latar belakang, sifat-sifat yang 

nantinya akan dijadikan suatu hal yang bersifat umum.  Peineilitian 

kualitatif meirupakan proseis dalam meimeicahkan masalah yang diseilidiki 

deingan meimggambarkan lokasi peineilitian deingan jeilas dan deitail 

(kompheireinsif). Peineilitian Kualitatif beirtujuan dalam meimahami 

peiristiwa yang dialami oleih subyeik peineilitian. Misalnya kondisi sosial, 

peirseipsi, tindakan, dan seibagainya, seicara holistik deingan cara deiskriptif 

(Dr. Umar Sidiq, M.Ag  2019). Meitodei teirseibut dapat  meimbeirikan 

peinjeilasan melalui penelitian deskriptif kualitatif akan digambarkan 
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mengenai Collaborative Governance Dalam Mewujudkan Perguruan 

Tinggi Responsive Gender Di UIN Suska Riau. 

3.2.2 Sumbeir Data  

Sumbeir Data yang digunakan dalam peineilitian ini adalah teiknis 

peingumpulan data. Sumbeir data peineilitian yang dipakai  yaitu seibagai 

beirikut: 

a. Data Primeir  

Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti, 

sumber data ini meliputi narasumber dan pengamat yang dijadikan 

informan dan diyakini mempunyai pengetahuan mendalam terhadap 

permasalahan yang diteliti. Dalam hal ini untuk memperoleh data 

primer, peneliti melakukan wawancara langsung dengan subjek yang 

relevan dalam proses mewujudkan perguruan tinggi responsive gender 

di UIN Suska Riau 

b. Data Seikundeir  

Data sekunder merupakan berbagai informasi yang tersedia yang 

sengaja dikumpulkan oleh peneliti untuk memenuhi kebutuhan data 

penelitian. Biasanya bentuk data berupa dokumen, table, grafik, atau 

bagan yang memuat pengetahuan penting yang dalam hal ini penulis 

memperoleh data yang dirilis dari situs resmi, buku, publikasi ilmiah, 

artikel jurnal, serta literature lain untu mendukung dan 

menyempurnakan penelitian mengenai Collaborative Governance 
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dalam mewujudkan perguruan tinggi responsive gender di UIN Suska 

Riau 

3.3 Teiknik Peingumpulan Data  

3.3.1 Obseirvasi 

Observasi merupakan proses mengamati yang dilakukan secara 

langsung dengan panca indra dan dilakukan secara sistematis dalam 

mengembangkan fakta yang didapat. Observasi dalam penelitian ini 

bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai Collaborative 

Governance dalam mewujudkan perguruan tinggi responsive gender di 

UIN Suska Riau 

3.3.2 Wawancara 

Wawancara adalah dialog atau percakapan  yang bertujuan untuk 

mengumpulkan informasi tentang suatu topik tertentu. Percakapan ini 

berlangsung dengan dua cara, yaitu pewawancara mengajukan pertanyaan 

dan kemudian responden menjawab pertanyaan tersebut.. Dalam penelitian 

ini wawancara dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana proses 

pelaksanaan Collaborative Governance dalam mewujudkan perguruan 

tinggi responsive gender 

3.3.3 Dokumeintasi  

Dokumeintasi adalah seikumpulan bukti meingeinai yang didapatkan 

oleih peineiliti di lapangan. Dalam hal ini beirtujuan meingumpulkan data 

dari obseirvasi dan wawancara yang teilah dilakukan dilapangan. 
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Peingamatan peinting dalam peilaksanaan di lapangan harus dilakukan oleih 

peineiliti. Dalam hal ini, untuk meindukung keiabsahan data dipeirlukan 

dokumeintasi beirupa catatan wawancara dan gambar. Adapun 

dokumentasai dengan cara mengambil informasi dan gambar atau foto 

yang berkaitan dengan keadaan UIN Suska Riau yang responsive gender 

3.4 Informan Penelitian 

Informan penelitian adalah individu/kelompok yang mampu 

menjelaskan suatu fenomena. Bentuk dari informan penelitian sangat 

beragam diantaranya adalah orang, benda maupun lembaga (organisasi). 

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode Purposive Sampling, 

yakni ―pemilihan sekelompok subjek penelitian berdasarkan karakteristik 

populasi yang sudah diketahui‖. 

Penentuan informan juga menggunakan teknik snowball sampling 

sampling, yaitu wawancara yang dikumpulkan dari suatu informan ke 

informan yang lain sehingga data yang tadinya sedikit lama-kelamaan 

akan semakin besar. 

 Adapun penulis memilih key informan yang diyakini mempunyai 

pengetahuan mengenai masalah penelitian sebagai pemberi informasi 

utama, paling paham dengan proses Collaborative Governance dalam 

mewujudkan perguruan tinggti responsive gender dan informan yang 

terlibat dalam penelitian ini terdiri dari:  
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Table 3.1 Informan Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Olahan Peneliti, 2023 

 

 

3.5 Teknik Analisis Data 

Penelitian ini akan menggunakan teknik analisis data dengan 

model interaktif Miles dan Huberman, model ini berawal dari 

pengumpulan data mentah, mendisplay data, reduksi data, dan sampai ke 

    No. Informan Jumlah 

1.  Kabag Biro AUPK UIN Suska Riau 1 

2.  Wakil Dekan I UIN Suska Riau 4 

3.  Tim Vocal Point Gender  2 

4.  Coach PT Orbit Ventura Indonesia 1 

5.  Pimpinan Rumah KitaB 1 

6.  Coordinator AMAN Indonesia pada 

saat MoU dengan PSGA UIN Suska 

Riau 

1 

7.  Sahabat PSGA 1 

8.  Tim Teknis Profil Gender 1 

9.  Pimpinan Ormawa 4 

10.  Pimpinan Mahasiswa KKN (korcam 

dan kordes) 

4 

11.  Mahasiswa yang ikut program  PT 

Orbit Ventura Indonesia 

2 

12.  Masyarakat  1 

 Jumlah 23 
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verisikasi dan kesimpulan data. Penjelasan dari teknik analisis data ini 

sebagai berikut  

3.5.1 Pengumpulan data 

   Pengumpulan data yakni kegiatan mencari data di lapangan yang 

akan digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. 

3.5.2 Reduksi data 

   Reduksi data adalah aktivitas yang bertujuan untuk 

menyederhanakan, mengklasifikasikan, dan menghilangkan catatan yang 

kurang relevan. 

3.5.3 Penyajian Data 

Panyajian data yakni upaya untuk menampilkan data mentah 

sehingga dapat melihat perbedaan antara data yang diperlukan untuk 

penelitian dan data yang tidak diperlukan. 

3.5.4 Kesimpulan dan verifikasi  

Kesimpulan yang diusulkan pertama  masih bersifat sementara 

dan dapat direvisi jika tidak ada bukti yang lebih baik untuk 

mengoptimalkan data yang dikumpulkan. Jika kesimpulan yang dicapai 

pada tahap pertama didukung oleh bukti-bukti yang masuk akal dan 

konsisten ketika peneliti kembali ke lapangan pengumpulan data, maka 

kesimpulan tersebut dapat dipercaya. 
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

4.1     Sejarah Singkat Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (UIN SUSKA) 

Riau dalam bahasa inggris State Islamic University of Sultan Syarif 

Kasim Riau merupakan hasil pengembangan / peningkatan status 

pendidikan dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sulthan Syarif 

Qasim Pekanbaru yang secara resmi dikukuhkan berdasarkan peraturan 

Presiden RI Nomor 2 Tahun 2005 Tanggal 4 Januari 2005 tentang 

perubahan IAIN Sulthan Syarif Qasim Pekanbaru menjadi UIN Sultan 

Syarif Kasim Riau dan diresmikan pada 9 Februari 2005 oleh Presiden 

RI, Bapak Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono sebagai tindak lanjut 

perubahan status ini,Menteri Agama RI menetapkan Organisasi dan Tata 

Kerja UIN Suska Riau berdasarkan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 

8 Tahun 2005 tanggal 4 April 2005. 

Institut Agama Islam Negeri Sulthan Syarif Qasim (IAIN Suska) 

pekanbaru sebagai cikal bakal UIN Suska Riau, didirikan pada tanggal 

19 September 1970 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama 

Republik Indonesia No. 194 Tahun 1970. Institut ini diresmikan 

berdirinya oleh Menteri Agama Republik Indonesia K.H. Ahmad Dahlan 

pada Tanggal 19 september 1970 berupa penandatanganan piagam dan 

pelantikan Rektor pertama, Prof.H. Ilyas Muhammad Ali. Dengan 
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persetujuan Pemerintah Daerah, maka Institute Agama Islam Negeri 

Pekanbaru ini diberi nama Sulthan Syarif Qasim, yaitu nama Sultan 

Kerajaan Siak Sri Indrapura ke-12 atau terakhir, yang juga nama pejuang 

nasional asal Riau. Pengambilan nama ini mengingat jasa-jasa dan 

pengabdian beliau terhadap negeri, termasuk dibidang pendidikan.  

IAIN Susqa Pekanbaru ini mengambil tempat kuliah pada 

mulanya dibekas sekolah Cina di Jl. Cempaka, sekarang Jl. Teratai, 

kemudian dipindahkan ke mesjid Agung An-Nur. Lalu pada tahun 1973, 

barulah IAIN Susqa menempati kampus Jl. Pelajar (Jl. K.H Ahmad 

Dahlan Sekarang).  

Bangunan pertama seluas 840 m2 yang terletak diatas tanah 

berukuran 3,65 Ha dibiayai sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah dan 

diresmikan penggunaannya oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I 

Riau, Arifin Achmad, pada tanggal 1973. Ketika didirikan, IAIN Susqa 

hanya terdiri dari tiga fakultas yaitu fakultas Tarbiyah, fakultas 

Syaria‘ah, dan fakultas Ushuluddin.  

Namun sejak tahun 1998, IAIN Susqa mengembangkan diri 

dengan membuka fakultas Dakwah. Fakultas ini didirikan berdasarkan 

Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 104 tahun 

1998 tanggal 24 Februari 1998. Fakultas ini pada mulanya berasal dari 

jurusan dakwah yang ada pada fakultas Ushuluddin. Pada tahun 1997 

telah berdiri pula program Pasca sarjana / Pps IAIN Susqa Riau. 
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Keinginan untuk memperluas bidang kajian IAIN Sulthan syarif Qasim 

Pekanbaru muncul melalui Seminar Cendekiawan Muslim (1985), 

Seminar Budaya Kerja dalam Perspektif Islam (1987), dan Dialog Ulama 

serta Cendekiawan se-provinsi Riau. Tiga tahun berturut-turut 

(1996,1997,1998) melahirkan Rekomendasi agar IAIN Sulthan Syarif 

Qasim Pekanbaru membuka program studi baru (umum). Melalui 

keputusan rapat Senat IAIN Susqa tanggal 9 September 1998 yang 

menetapkan perubahan status IAIN Sulthan syarif Qasim menjadi 

Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau. Maka 

dilakukan persiapan secara bertahap.  

Peningkatan IAIN menjadi UIN dimaksudkan untuk 

menghasilkan sarjana muslim yang mampu mengusai, mengembangkan, 

dan menerapkan ilmu keIslaman, ilmu pengetahuan dan teknologi secara 

integral, sekaligus menghilangkan pandangan dikhotomi antara ilmu 

keislaman dengan ilmu umum.  

Mulai pada tahun akademik 1998/1999 telah dibuka beberapa 

program studi umum pada beberapa fakultas, seperti program studi 

psikologi pada fakultas Tarbiyah, program studi Manajemen dan 

manajemen Perusahaan pada fakultas Syari‘ah, dan program ilmu 

komuniksi pada Fakultas Dakwah. Pada tahun akademik 1999/2000 

IAIN Suska telah pula membuka Program Studi Tehnik Informatika. 

Satu tahun kemudian, tepatnya tahun Akademik 2000/2001, dibuka pula 
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program studi Tehnik Industri. Kedua program studi ini untuk sementara 

ditempatkan dibawah administrasi Fakultas Dakwah.  

Pada tahun akademik 2002/2003 program studi umum yang pada 

fakultas di atas dan ditambah beberapa program studi baru, ditingkatkan 

menjadi fakultas yang berdiri sendiri. Fakultas tersebut adalah Fakultas 

Sains dan Teknologi dengan jurusan program Teknik Informatika, 

Teknik Industri, Sistem Informasi dan Matematika. Fakultas Psikologi 

dengan Jurusan/Program Studi Psikologi. Fakultas Ekonomi dan Ilmu 

Sosial dengan Program Studi Manajemen, Akuntansi dan Manajemen 

Perusahaan Diploma III, dan Fakultas Peternakan dengan Program Studi 

Ilmu Ternak dengan Konsentrasi Teknologi Produksi Ternak, Teknologi 

hasil Ternak dan Teknologi Pakan Ternak dan Nutrisi. Dengan 

demikian, pada tahun akademik 2002/2003,  

Pengembangan UIN Suska tidak hanya dilakukan pada bidang 

akademik semata, seperti melalui pembukaan fakultas-fakultas dan 

program-program studi baru, tapi juga diarahkan pada pengembangan 

dibidang fisik, sarana, dan prasarana.  

UIN Suska telah mempunyai lahan kampus seluas 107,65 Ha 

yang terdiri atas 3,65 Ha di Jl. K.H. Ahmad Dahlan dan 104 Ha di Km 

15 Jl. Soebrantas Simpang Baru Panam Pekanbaru. Lahan kampus di Jl 

Soebrantas tersebut dibebaskan pada tahun 1981/1982 mulanya seluas 

60 Ha dan diperluas pada tahun 2003-2006 menjadi 104 Ha. Fasilitas 
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fisik untuk menunjang kegiatan akademik dikampus telah tersedia 

berupa gedung seluas 65.129 m2 yang terdiri atas gedung lama seluas 

32.840 m2 dan gedung baru bantuan IDB sebanyak 13 bangunan seluas 

32.840 m2 yang digunakan sebagai ruang kantor.  

Sesuai dengan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 8 Tahun 

2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Suska Riau dan Peraturan 

Menteri Agama RI Nomor 56 Tahun 2006 tentang Perubahan atas PMA 

RI No. 8 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Suska 

Riau, maka UIN Suska Riau memiliki 8 Fakultas yaitu: Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Fakultas 

Ushuluddin, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Fakultas Sains dan 

Teknologi, Fakultas Psikologi, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, 

Fakultas Pertanian dan Peternakan. 

Hingga Tahun 2020, UIN Suska Riau telah melakukan 

pengembangan terhadap beberapa fakultas melalui penambahan 

sebanyak 12 program studi baru, sebagai berikut :  

1. Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, dengan penambahan program studi 

baru, diantaranya : a) Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia 

Dini, b) Program Studi Tadris IPA, c) Program Studi Pendidikan 

Bahasa Indonesia, d) Program Studi Pendidikan Geografi, e) 

Program Studi Tadris IPS, f) Program Studi Bimbingan Konseling 

Pendidikan Islam, g) Program Studi Pendidikan S2 PGMI  
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2. Fakultas Ushuluddin, dengan penambahan Program Studi Ilmu 

Hadits.  

3. Pascasarjana, dengan penambahan Program Studi Magister 

Pendidikan Bahasa Arab, Program Studi Magister Manajemen 

Pendidikan Islam.  

4. Fakultas Psikologi dengan penambahan Program Studi Magister 

Psikologi.  

5. Fakultas Pertanian dan Peternakan dengan penambahan Program 

Studi Gizi.  

Dengan demikian, jumlah total program studi yang dimiliki oleh 

UIN Suska Riau hingga akhir tahun 2020 berjumlah 53 prodi. 

4.2    Visi, Misi dan Karakteristik serta Tujuan UIN Suska Riau 

4.2.1. Visi 

 Terwujudnya UIN Suska Riau sebagai perguruan tinggi Islam 

yang gemilang dan terbilang dalam mengembangkan ilmu keIslaman, 

sains, teknologi dan atau seni secara integratif di kawasan Asia pada 

Tahun 2025 

4.2.2. Misi 

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran berbasis 

integrasi ilmu, teknologi, dan/atau seni dengan Islam untuk 

menghasilkan sumber daya manusia yang saleh, moderat, cerdas 

dan berkualitas secara akademik;  
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2. Menyelenggarakan penelitian dan pengkajian yang inovatif dan 

tepat guna dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi 

dan/atau seni yang terintegrasi dengan Islam;  

3. Menyelenggarakan pengabdian berbasis integrasi ilmu 

pengetahuan, teknologi dan/atau seni dengan Islam yang 

bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan; dan  

4. Menyelenggarakan tata kelola universitas yang baik (good 

university governance) serta adaptif dengan sistem dan 

teknologi. 

4.2.3. Karakteristik 

1. Pengembangan paradigma ilmu yang memberi penekanan pada 

rasa iman dan tauhid (belief affection). 

2. Pengembangan berbagai cabang ilmu pengetahuan dengan 

pendekatan religius sehingga nlai-nilai islam menjadi roh bagi 

setiap cabang ilmu pengetahuan dengan penerapan prinsip islam 

dalam disiplin ilmu (IDI) sebagai upaya rill mewujudkan 

integrasi ilmu dengan islam. 

3. Penyelenggaraan beberapa disiplin ilmu untuk mencapai standar 

kompetensi ilmu-ilmu keislaman yang memperkuat domain 

akidah, ibadah, muamalah, dan akhlak. 

4. Pembinaan dan pengembangan lingkungan yang medani sesuai 

dengan nilai-nilai islam melalui program Ma‘had ‗Al-jami‘ah. 
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5. Perwujudan keunggulan akademik dan profesionalisme yang 

didasarkan pada moral keagamaan dalam kehidupan kampus. 

6. Pengembangan studi ragional islam Asia Tenggara dan 

Tamaddun Melayu sebagai pusat keunggulan (center of 

excellence).  

4.2.4. Tujuan 

1. Menghasilkan lulusan yang saleh, moderat, cerdas dan 

berkualitas secara akademik serta memiliki cara pandang dunia 

yang Islami (Islamic worldview).  

2. Menghasilkan penelitian inovatif, integratif dan tepat guna 

dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;  

3. Memberikan pengabdian dan layanan yang bermanfaat bagi 

masyarakat dan lingkungan; dan  

4. Menghasilkan tata kelola yang adaptif dengan sistem dan 

teknologi berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, 

bertanggung jawab, independensi, dan kewajaran 

4.3    Gambaran Umum LP2M UIN Suska Riau 

  LP2M UIN Suska Riau adalah lembaga penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 

dengan visi dan misi sebagai berikut: 
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4.3.1 Visi 

  Terwujudnya Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada 

Masyarakat UIN Sultan Syarif Kasim Riau sebagai lembaga model dalam 

bidang penelitian integrasi keilmuan di dunia tahun 2033  

4.3.2  Misi 

1. Melaksanakan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengeta-

huan, teknologi, dan seni berbasis integrasi keilmuan; 

2. Memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang integratif 

untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sebagai 

kontribusi terhadap pembangunan peradaban manusia; 

3. Penerapan tata kelola ( good governance ) lembaga yang 

memfasilitasi integrasi keilmuan secara otonom, efektif, transparan 

dan akuntabel; 

4. Menyebarkan sumber daya insani yang mempunyai kapabilitas, 

integritas, dan etos untuk melaksanakan tridarma perguruan tinggi 

berbasis integrasi keilmuan. 

4.3.3 Struktur Organisasi 

 
Sumber: Renstra LP2M 2021-2025 
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  LP2M didalamnya terdapat departemen Pusat Studi Gender dan 

Anak (PSGA) yang merupakan aktor penting dalam penelitian ini, PSGA 

yang merupakan wadah umum dalam memfasilitasi pelaksanaan 

kolaborasi dalam mewujudkan perguruan tinggi responsive gender di UIN 

Suska Riau. 

4.3.4   Pimpinan PSGA dari Masa ke Masa 

1. Dr. Dra. Sofia Hardani, M.Ag (Ketua PSGA Th. 2007-2012) 

2. Dr. Dra. Maimunah, SM., M.Ag (Ketua PSGA Th. 2012-2014) 

3. Dr. Julina, SE., M.M (Ketua PSGA Th. 2014-2016) 

4. Dr. Riswadi, M.Ed (Ketua PSGA Th. 2016-2018) 

5. Dr. Sukma Erni, M.Pd (Ketua PSGA Th. 2018-2021) 

6. Dr. Mustiqowati Ummul Fithriyyah, M.Si (Ketua PSGA Th. 2021-

Sekarang) 

 Perguruan tinggi responsive gender sudah di usahakan untuk 

disosialisasikan, misalnya dengan menyebarluaskan info ditiap-tiap 

sudut kampus  
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          BAB VI 

PENUTUP 

6.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil riset yang sudah penulis laksanakan dapat 

diambil kesimpulan bahwa proses kolaborasi antar pemangku 

kepentingan dalam mewujudkan perguruan tinggi responsive gender di 

UIN Suska Riau dengan menggunakan model Ansel dan Gash (2007) 

yang memiliki 4 indikator yakni kondisi umum, kepemimpinan fasilitati, 

desain institusi dan proses kolaborasi maka ditemukan bahwasanya 

kolaborasi sudah terlaksana dengan baik dapat dilihat dari indikator-

indikator PTRG yang dominan telah terlaksana, akan tetapi kolaborasi 

ini hanya sebatas pada aktor tertentu dengan indikator PTRG tertentu, 

hal tersebut dipengaruhi oleh kondisi awal dari sumber daya yang ikut 

kedalam sosialisasi pelaksanaan PTRG yang masih sedikit karena warga 

kampus yang peduli akan PTRG tesebut masih minim, selanjutnya 

kepemimpinan dan desain institusi dalam kolaborasi sudah baik yang 

mana dapat dilihat dari pencapain hasil yang didapatkan dalam proses 

kolaborsi. 

6.2.   Saran 

Saran yang bisa penulis sampaikan terhadap collaborative 

governance dalam mewujudkan perguruan tinggi responsive (PTRG) di 

UIN Suska Riau yakni sebagai berikut: 
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1. Dalam memulai kolaborasi sebaiknya lebih banyak lagi melibatkan 

mahasiswa agar pelaksanaan kegiatan lebih diketahui oleh banyak 

orang. 

2. Selanjutnya selama penulis melakukan penelitian, penulis melihat 

banyaknya peluang jika semua kebijakan yang telah dikeluarkan 

tersosialisasikan lebih banyak kepada warga kampus.  

3. Kemudian karena sudah banyaknya pencapaian yang didapat dalam 

kolaborasi ini nantinya dapat dilanjutkan dalam waktu yang panjang, 

jangan sampai setelah dikeluarkan kebijakan oleh Rektor maka 

kolaborasi pun diselesaikan. 

4. Terakhir penulis menyarankan agar kolaborasi ini lebih giat 

dilakukan dan pencapaian-pencapain yang telah didapat lebih 

diapresiasikan agar tidak hanya menjadi sejarah yang dari masa 

kemasa akan dilupakan. 
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DRAF PERTANYAAN WAWANCARA 

“COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM MEWUJUDKAN 

PERGURUAN TINGGI RESPONSIF GENDER (PTRG) DI UIN SUSKA 

RIAU 

No. Indikator  Sub Indikator Pertanyaan 

Indikator Perguruan Tinggi Responsive Gender  

1.  Kondisi 

awal 

1) Ketidakseimba

ngan daya dan 

sumber daya 

 

 

 

2) Insentif untuk 

berkolaborsi 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Prasejarah 

antagonism 

dan kerjasama 

1) Apakah terjadi  ketidakseimbangan 

daya dan sumber daya dalam 

mewujudkan PTRG (sesuaikan 

aktor dengan indikator PTRG-

nya)  
 

2) Apakah partisipasi yang dilakukan 

secara insentif dalam mewujudkan 

PTRG membawa harapan pada 

hasil yang berarti? Khususnya 

pada pengeluaran waktu dan 

energy yang dilakukan saat 

kolaborasi? (sesuaikan aktor 

dengan indikator PTRG-nya)  
 

3) Bagaimana awal mula ikut dalam 

kolaborasi untuk mewujudkan 

PTRG di UIN Suska Riau ini? 

(sesuaikan aktor dengan 

indikator PTRG-nya)  
 

2.  Kepemimp

inan 

fasilitatif 

Gaya 

kepemimpinan yang 

fasilitatif 

1) Bagaimana pimpinan  

mengarahkan semua pemangku 

kepentingan dalam mewujudkan 

PTRG di UIN Suska ini? 

2) Bagaimana fasilitas yang berikan 

untuk memberi ruang dialog bagi 

pemangku kepentingan/  

(sesuaikan aktor dengan 

indikator PTRG-nya)  
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3.  Desain 

institusi 

1) Aturan dasar 

 

 

2) Aktor yang 

berada dalam 

forum 

1) Apa aturan dasar yang dipakai 

dalam mewujudkan PTRG di UIN 

Suska ini? 

2) Siapa yang ikut serta dalam forum 

kolaborasi ini?  

(sesuaikan aktor dengan 

indikator PTRG-nya)  
 

4.  Proses 

kolaborasi 

1) Dialog antar 

muka 

 

 

 

2) Membangun 

kepercayaan 

 

 

3) Komitmen 

pada proses 

 

 

4) Pemahaman 

bersama 

 

 

 

5) Dampak 

sementara 

1) Bagaimana dialog yang dilakukan 

dalam mengidentifikasi peluang 

demi keuntungan bersama dalam 

mewujudkan PTRG ini? 

 

2) Apakah sudah terbangun 

kepercayaan antar sesama 

pemangku kepentingan? 

 

3) Bagaimana komitmen atau 

motivasi dalam melakukan 

kolaborasi? 

 

4) Bagaimana pemahaman akan visi, 

misi, tujuan yang ingin dicapai 

dlam kolaborasi guna mewujudkan 

PTRG? 

 

5) Bagaimana hssil sementara yang 

didapatkan dalam kolaborasi ini? 

(sesuaikan aktor dengan 

indikator PTRG-nya)  
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LAMPIRAN 

Daftar Dokumentasi Wawancara 

 
 

wawancara dengan WD I Psikologi wawancara dengan WD I Ushuludin 

  
wawancara dengan WD III 

merangkap WD 1 Fasih 

Wawancara dengan tim vocal point 

gender 
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Wawancara dengan tim vocal point 

gender 

Wawancara dengan sahabat PSGA 

  
Wawancara dengan tim teknis profil 

gender 

Wawancara dengan ketum FKII 

UINSuska Riau 

 
 

Wawancara dengan ketum rohis 

ushuludin 

Wawancara dengan menteri kesenian 

Formadiksi 
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Wawancara dengan ketum LPRPM Wawancara dengan kordes KKN 

Mandiri 

 
 

Wawancara dengan korcam KKN 

Bandar Seikijang 

Wawancara dengan kordes lubuk 

ogung sekaligus kadep olahraga dan 

kesenian DEMA Teknik 

 

  
Wawancara dengan kordes muda 

setia 

Wawancara dengan mahasiswa yang 

ikut program PT Orbit Ventura 

Indonesia 
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Wawancara dengan Pimpinan 

Kabag Biro AUPK UIN Suska Riau 

Wawancara dengan Koordinator 

AMAN Indonesia 

 
 

Wawancara dengan Coach PT Orbit 

Ventura Indonesia 

Wawancara dengan pimpinan 

Rumah KitaB 



 

133 

 

 
 

Wawancara dengan WDI 

Fapertepat 

Wawancara dengan lurah Selat 

Panjang Selatan 

 

 

 

Wawancara dengan mahasiswa yang ikut  

program PT Orbit Ventura Indonesia 
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Dokumen Penelitian 

Dokumen bimbingan proposal 

Dokumen bimbingan skripsi  

Dokumen izin riset dari fakultas 

Dokumen izin riset dari rektorat 

Dokumen Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian di UIN 

Suska Riau 
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